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KATA PENGANTAR

Negara Kesatuan Republik Indonesia (eenheidsstaat) sejatinya adalah
sebuah refleksi luhur dalam mendamaikan ketegangan antara sentripetalitas
kekuasaan pusat dan sentrifugalitas aspirasi daerah. Di bawah payung
konstitusi, konsekuensi desentralisasi bukan sekadar urusan administratif
pembagian kewenangan, melainkan sebuah manifestasi dari kedaulatan
rakyat yang didistribusikan secara adil dan bermartabat berdasar atas
hukum. Kalimat pembuka ini menjadi akar kegelisahan akademik kolektif
mengenai bagaimana dialektika antara pusat, daerah, dan/atau desa sering
kali terjebak dalam labirin legislasi ataupun regulasi yang tumpang tindih,
namun di sisi lain menyimpan potensi besar untuk memperkokoh sendi-
sendi demokrasi lokal, dan buku ini kemudian lahir menjadi wujud.

Sebagai sebuah karya referensi yang komprehensif, buku ini membedah
anatomi pemerintahan daerah tidak hanya dari permukaan norma hukum
positif, tetapi juga dari akar filosofis dan sejarah politik hukumnya. Beberapa
penulis menelusuri jejak evolusi otonomi dari era sentralistik Orde Baru
hingga dinamika pasca-reformasi yang penuh warna. Setiap kebijakan fiskal,
pemilihan kepala daerah, hingga tata kelola ASN daerah diuji konsistensinya
terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Pemahaman penulis ini tidak lain
adalah upaya untuk memberikan kompas bagi para pencari keadilan dan
pengelola kekuasaan daerah atas dasar kebijaksanaan lokal.

Keunikan buku ini juga terlihat pada keberanian para penulis dalam
menyatukan berbagai perspektif makro dan mikro. Tidak hanya berbicara
tentang struktur kekuasaan di level provinsi atau kabupaten, tetapi juga
menyelami jantung murni dari otonomi desa. Tidak berlebihan dengan
pendekatan menggabungkan analisis putusan Mahkamah Konstitusi hingga
tantangan digitalisasi pemerintahan, asas dan prinsip hukum seyogianya
dapat menjadi jembatan antara doktrin hukum yang kaku dan realitas
pemerintahan yang dinamis.

Saya melihat manfaat lebih bahwa kajian hukum pemerintahan daerah
dan desa ini akan menjadi mitra dialog bagi sivitas akademika, praktisi
hukum, dan pengambil kebijakan untuk memahami denyut nadi kedaulatan
NKRI Indonesia yang sesungguhnya. Mari kita selami setiap babnya dengan
semangat kritis, demi mewujudkan tindakan pemerintahan berdasar atas
hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya efisien secara
teknokratis, tetapi juga adil secara konstitusional.
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Pada akhirnya, biarlah buku ini menjadi pengingat abadi bahwa hukum
hanyalah sebuah bejana; isinya adalah komitmen kolektif kita untuk
memastikan bahwa cahaya keadilan tidak hanya terang benderang di pusat
kekuasaan, melainkan mampu menembus dan menghangatkan hingga ke
parit-parit desa yang paling jauh. Kami mempersembahkan narasi besar
tentang otonomi ini bagi Anda para pembelajar dan pejuang keadilan, dengan
harapan bahwa setiap aksara yang tertuang di sini mampu menyalakan api
optimisme untuk terus merajut Indonesia dari pinggiran, demi menjaga
marwah konstitusi serta kedaulatan rakyat yang sejati dan abadi. Selamat
menyelami kedalaman makna di balik setiap aturan, karena di sana pulalah
denyut nadi masa depan bangsa ini berada.

Penulis

Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.
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Asas dan Prinsip Otonomi Daerah Menurut UUD NRI 1945:
Negara Kesatuan dan Desentralisasi

Pendahuluan

Desain konstitusional Indonesia pasca-perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menghadirkan
dialektika yang unik antara prinsip "Negara Kesatuan" sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan prinsip "Otonomi Seluas-luasnya"”
dalam Pasal 18 ayat (5). Ketegangan ini bukanlah sebuah kontradiksi
kedaulatan, melainkan pengaturan derajat desentralisasi dalam kerangka
eenheidsstaat, di mana kedaulatan tetap tunggal dan utuh di pusat,
sementara daerah menerima pelimpahan kewenangan sebagai subsistem
dari kekuasaan negara. Bab ini mengeksplorasi bagaimana batas-batas
konstitusional tersebut diletakkan, di mana otonomi dipahami sebagai
instrumen untuk menjaga persatuan nasional melalui pembagian
kewenangan yang dinamis, tanpa mengubah hakikat Indonesia menjadi
negara bagian.

Selanjutnya, kajian ini menitikberatkan pada aspek Vertical Diffusion of
Power melalui tafsir konstitusional terhadap Pasal 18, 184, dan 18B UUD NRI
1945. Dengan membedah hubungan wewenang dan hubungan keuangan
antara pusat dan daerah, analisis ini menunjukkan bahwa otonomi daerah
merupakan mandat konstitusi (desentralisasi by law) dan bukan sekadar
kemurahan hati pemerintah pusat. Melalui tinjauan terhadap prinsip
subsidiaritas, model desentralisasi asimetris bagi daerah khusus, serta
mekanisme pengawasan yudisial, bab ini berupaya memetakan sejauh mana
desentralisasi dapat diperluas secara konstitusional tanpa menggerus
integrasi hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dialektika Negara Kesatuan dan Derajat Desentralisasi:

Perspektif Eenheidsstaat
Negara kesatuan dan otonomi seluas-luasnya: bukan kontradiksi, tapi
tegangan yang diatur. Pasal 1 ayat (1) menegaskan kedaulatan tunggal pada
negara kesatuan; Pasal 18 ayat (5) memberi otonomi seluas-luasnya dengan
klausul batas: “kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan pemerintah pusat” (Afandi & Basuki, 2023; Hariyanto, 2020). Istilah
“dibagi atas” (bukan “terdiri atas”) dalam Pasal 18 menegaskan bahwa
kedaulatan tetap di pusat; daerah hanya menerima kewenangan yang
didesentralisasikan, bukan status “negara bagian” (Hariyanto, 2020).
Dengan demikian, batas Kkonstitusional desentralisasi adalah:
kedaulatan tetap satu (tidak ada daerah yang bersifat staat) (Fadilah &
Mushthofa, 2023; Arifin & Sasongko, 2024; Hariyanto, 2020); urusan absolut
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pusat dibatasi secara limitatif (pertahanan, moneter, yudikatif tertentu, dsb.)
(Afandi & Basuki, 2023; Purnama et al., 2022; Hariyanto, 2020); dan otonomi
adalah pelimpahan wewenang (delegation), bukan devolusi kedaulatan
(Arifin & Sasongko, 2024). Indonesia menganut desentralisasi
administratif/politik yang kuat, tetapi tetap dalam kerangka eenheidsstaat;
otonomi tidak boleh menciptakan “negara dalam negara” (Fadilah &
Mushthofa, 2023; Arifin & Sasongko, 2024). Desentralisasi dimaknai sebagai
pembagian kewenangan, sedangkan kedaulatan tetap utuh di tingkat pusat
(Fadilah & Mushthofa, 2023; Purnama et al., 2022; Hariyanto, 2020).

Tabel 1.1: Model Teoretis Pengelolaan Tegangan Kesatuan-Otonomi

. Relevansi ke Batas
Gagasan Inti . .
Desentralisasi
Desentralisasi Urusan pusat dirinci Memaksimalkan otonomi
asimetris limitatif; residunya milik | tanpa menggeser kedaulatan
residual daerah karena “core powers” tetap di
pusat
Otonomi relatif | Pola otonomi bisa Mengakomodasi
/ dinamis berbeda antar daerah, kemajemukan sambil
dalam NKRI menjaga kesatuan melalui
kontrol konstitusional pusat
Otonomi Otonomi diposisikan Menegaskan bahwa
sebagai sebagai bagian dari pelembagaan otonomi justru
subsistem sistem kekuasaan negara, | instrumen menjaga
kekuasaan bukan entitas berdaulat persatuan
NKRI

Sumber: Afandi & Basuki, 2023; Huda & Heryansyah, 2019; Hariyanto, 2020;
Sung & Hakim, 2019; Huda & Heryansyah, 2019; Hariyanto, 2020; Purnama
etal,, 2022; Putra & Lubis, 2024

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi luas
pascareformasi tidak menjadikan Indonesia federal, tetapi memunculkan
quasi-federal secara politik karena kuatnya kewenangan daerah dan otonomi
khusus (Sung & Hakim, 2019; Huda & Heryansyah, 2019; Ostwald et al,,
2016). Tarikan balik ke sentralisasi (UU 23 /2014, penguatan dekonsentrasi)
muncul saat desentralisasi memunculkan fragmentasi, dinasti lokal, dan
ketidakteraturan hukum nasional (Tiopan et al.,, 2023; Buana, 2022; Ostwald
et al, 2016; Talitha et al., 2020). Ambiguitas konstitusi dan undang-undang
memungkinkan intervensi pusat yang besar, sehingga otonomi
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Dinamika Otonomi Daerah, Desentralisasi, dan Politik Hukum
dari Era Orde Baru Hingga Pasca-Reformasi

Pendahuluan

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia merupakan proses dinamis
yang terus mengalami pergeseran politik hukum yang signifikan sejak masa
Orde Baru hingga era pasca-Reformasi. Perjalanan ini dimulai dari hegemoni
sentralisme di bawah UU No. 5 Tahun 1974 yang mengutamakan prinsip
"keseragaman” dan "stabilitas,” di mana otonomi diletakkan sebagai
pemberian pusat (grant) dan bukan sebagai hak konstitusional. Seiring
dengan jatuhnya rezim tersebut, Indonesia memasuki fase "Big Bang
Decentralization" melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang mengubah paradigma
relasi pusat-daerah secara radikal, menggeser kekuasaan langsung ke tingkat
Kabupaten/Kota untuk memperkuat partisipasi lokal.

Ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini mencakup evolusi desain
kekuasaan di tingkat daerah, mulai dari dominasi kepala daerah sebagai
"penguasa tunggal" pada masa Orde Baru hingga penguatan supremasi
legislatif di awal masa Reformasi. Kajian ini juga menelaah
konstitusionalisasi otonomi melalui amandemen Pasal 18 UUD 1945, serta
fenomena "pendulum resentralisasi" yang muncul dalam UU No. 23 Tahun
2014 dan UU Cipta Kerja melalui doktrin NSPK. Selain itu, dibahas pula politik
hukum otonomi asimetris bagi daerah khusus seperti Aceh dan Papua
sebagai upaya mencari titik temu antara kesatuan negara dan keberagaman
lokal.

Hegemoni Sentralisme Orde Baru: Doktrin Negara Kesatuan
dalam UU No. 5 Tahun 1974

Prinsip "keseragaman" (uniformitas) dan "stabilitas" digunakan untuk
membenarkan pemusatan kekuasaan. Kajian berikut tentang bagaimana
otonomi daerah diletakkan sebagai pemberian pusat (grant), bukan sebagai
hak konstitusional. Konsep “Otonomi Nyata dan Bertanggung Jawab” dalam
UU 5/1974 berada di antara desentralisasi administratif dan kontrol
integratif. UU 5/1974 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak,
wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri,
tetapi secara eksplisit dalam kerangka prinsip otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab, yang kemudian ditambah menjadi “nyata, bertanggung
jawab, dan dinamis” oleh TAP MPR IV/1978 (Purnamawati, 2021). Prinsip ini
menggantikan model “otonomi riil dan seluas-luasnya” UU 18/1965, dan
dipahami sebagai otonomi yang konkret tetapi dibatasi oleh peraturan
perundang-undangan pusat dan diarahkan pada kepentingan nasional
(Purnamawati, 2021). Dengan demikian, secara desain normatif, ruang
otonomi lokal dikondisikan untuk tidak keluar dari garis kebijakan pusat.
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Literatur otonomi daerah Indonesia menegaskan bahwa sejak awal,
desentralisasi selalu diletakkan dalam kerangka negara kesatuan dan
integrasi nasional (Purnamawati, 2021; Nugraha & Muhammad, 2022;
Andriyansyah, 2020). Otonomi dipahami sebagai sarana efisiensi dan
partisipasi lokal, sekaligus mekanisme menjaga kesatuan politik dan
pengendalian pusat terhadap daerah (Purnamawati, 2021; Nugraha &
Muhammad, 2022; Andriyansyah, 2020). Studi tentang relasi pusat-daerah
padaberbagai rezim UU (termasuk pasca-1999) menunjukkan pola berulang:
kewenangan daerah diberikan, tetapi disertai instrumen intervensi pusat
(pengawasan, koreksi, pengambilalihan sanksi, dll.), yang membuat asas
otonomi “belum dapat secara maksimal diterapkan” dan mempertahankan
sentralisme terselubung (Hasyim & Mardhatillah, 2020; Nugraha &
Muhammad, 2022). Tata kelola politik dan kepartaian nasional yang
menempatkan elit lokal sebagai subordinat elit pusat juga ditafsirkan sebagai
bentuk keterikatan politik lokal pada agenda nasional, sehingga kreativitas
politik lokal bergerak dalam koridor sempit yang ditentukan pusat
(Andriyansyah, 2020).

Secara ontologis, konsep “otonomi nyata dan bertanggung jawab” dalam
UU 5/1974 memposisikan otonomi daerah bukan sebagai kedaulatan politik
lokal, tetapi sebagai bentuk delegasi kewenangan administratif yang inheren
dikendalikan untuk menjaga integrasi nasional (Purnamawati, 2021;
Nugraha & Muhammad, 2022; Andriyansyah, 2020). Dalam arti itu, ia dapat
dibaca sebagai instrumen hukum yang menyaring dan membatasi
kemandirian/kreativitas politik lokal agar tetap selaras dengan kepentingan
pusat. Literatur tidak secara eksplisit menyebut istilah “memasung
kreativitas politik lokal,” tetapi menunjukkan bahwa prinsip “otonomi nyata
dan bertanggung jawab” beroperasi sebagai otonomi yang terarah dan
terkendali, sehingga fungsi integratif-sentralistiknya sangat kuat dan secara
struktural membatasi ruang kreativitas politik lokal.

Pada masa Orde Baru, desain hukum dan praktik politik menjadikan
kepala daerah sebagai pusat kekuasaan tunggal, sementara lembaga lain di
daerah direduksi sehingga prinsip checks and balances di tingkat lokal nyaris
hilang. UU 5/1974 memusatkan kewenangan pemerintahan daerah pada
kepala daerah; ia menjadi “mata rantai yang kuat” dari pemerintah pusat dan
pusat segala kegiatan pemerintah daerah (Ramadhan, 2020; Yusyanti, 2015).
Dalam konstruksi ini, DPRD tidak diposisikan sebagai pemegang kekuasaan
utama, melainkan hanya pelengkap demokrasi; kewenangannya “tidak lebih
dari sekedar formalitas belaka” (Ramadhan, 2020). Presiden/Mendagri
berwenang mengangkat kepala daerah dari beberapa calon DPRD, tanpa
terikat hasil pemungutan suara DPRD, sehingga loyalitas kepala daerah
mengarah ke pusat, bukan ke lembaga pengawas lokal maupun warga
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(Yusyanti, 2015). Secara fungsional, ini menghapus relasi eksekutif-legislatif
yang sejajar dan saling mengawasi di daerah, menggantinya dengan hierarki
komando dari pusat melalui kepala daerah (Ramadhan, 2020; Yusyanti,
2015).

Konsentrasi kewenangan pada kepala daerah membuat mekanisme
koreksi DPRD terhadap kebijakan atau anggaran hanya simbolik, karena titik
sentral pengendalian tetap pada kepala daerah (Ramadhan, 2020), dan ruang
oposisi lokal praktis sempit; kepala daerah menjadi “raja kecil” yang
menguasai sumber daya dan kebijakan daerah (Aji, 2016; Yusyanti, 2015).

Pasca-reformasi pun, warisan pola ini tampak: otonomi daerah dan
pilkada langsung sering melahirkan dinasti politik dan oligarki lokal yang
melemahkan fungsi kontrol DPRD dan memperbesar risiko korupsi kepala
daerah beserta jejaringnya (Susanti, 2018; Aji, 2016; Sakti et al., 2022).

Tabel 2.1: Desain Orde Baru Memusatkan Kekuasaan Lokal Pada
Kepala Daerah Dan Melemahkan DPRD

Aspek Mekanisme Orde Baru Dampak Pada Checks and
balances

Pengangkatan | Dipilih DPRD, ditentukan Loyalitas ke pusat, bukan

kepala daerah | akhir oleh ke DPRD/warga
Presiden/Mendagri

Posisi kepala | Pusat daya upaya Dominasi eksekutif,

daerah pemerintahan daerah legislatif jadi ornamen

Peran DPRD Bukan pemegang Fungsi pengawasan sangat
kekuasaan utama lemah

Sumber: diolah penulis

Kedudukan kepala daerah sebagai “penguasa tunggal” merusak prinsip
checks and balances lokal karena kekuasaan eksekutif dipusatkan pada satu
figur yang loyal ke pusat, sementara DPRD direduksi menjadi lembaga
formalistik tanpa daya kontrol efektif, membuka jalan bagi otoritarianisme
dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah.

Eforia Big Bang Decentralization: Pergeseran Paradigma
dalam UU No. 22 Tahun 1999

Kajian transisi radikal pasca-Reformasi di mana kekuasaan beralih dari pusat
langsung ke Kabupaten/Kota, difokuskan pada penguatan posisi DPRD yang
sangat dominan (supremasi legislatif lokal). Secara konseptual, memperkuat
peran DPRD dalam memilih/menjatuhkan kepala daerah memang
menggeser logika ke arah “parlementarianisme lokal,” tetapi
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Pendahuluan

Memasuki bab ketiga ini, diskusi bergerak dari fondasi teoretis menuju
artikulasi yuridis yang lebih konkret mengenai kerangka hukum
pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai sebuah negara kesatuan yang
menganut prinsip desentralisasi, Indonesia menghadapi tantangan besar
dalam menyelaraskan mandat konstitusional Pasal 18 UUD NRI 1945 dengan
realitas legislasi yang dinamis. Bab ini dirancang untuk membedah secara
mendalam bagaimana struktur dan kewenangan daerah dikonstruksikan
melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sekaligus mengidentifikasi
batasan-batasan hukum yang menjaga agar otonomi tidak melenceng dari
hakikat negara kesatuan (unitary state).

Selain mengkaji norma umum, bab ini secara khusus menyoroti
fenomena asimetri desentralisasi yang menjadi ciri khas ketatanegaraan
Indonesia kontemporer. Melalui analisis terhadap berbagai undang-undang
otonomi khusus, pembaca diajak untuk memahami bagaimana hukum tata
negara mengakomodasi keragaman daerah mulai dari Aceh hingga Papua
tanpa mengabaikan supremasi hukum nasional. Fokus pada pembagian
urusan konkuren dan mekanisme pengawasan produk hukum daerah
menjadi pilar utama dalam bab ini untuk memetakan distribusi kekuasaan
vertikal yang adil, proporsional, dan konstitusional.

Paradoks Unitary State: Dialektika Desentralisasi dalam
Bingkai Pasal 18 UUD

Dalam UUD 1945, negara kesatuan tidak meniadakan otonomi luas, tetapi
membatasinya melalui asas legalitas dan prinsip “tidak ada negara dalam
negara.” Fokus utamanya: pusat hanya boleh masuk ke urusan daerah bila
ada dasar konstitusional dan undang-undang yang jelas serta proporsional.
Pasal 18, 184, 18B UUD 1945 menegaskan daerah mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan
otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang ditentukan sebagai urusan pusat
dengan undang-undang (Kusumaputra, 2021; Purnamawati, 2021; Said,
2016; Firdaus, 2019).

Dalam negara kesatuan, “residu power” secara prinsip berada di pusat,
sehingga daerah tetap subordinat dan tidak berdaulat; otonomi berarti
inisiatif sendiri dalam kerangka delegasi dari pusat, bukan “kemerdekaan”
daerah (Kurnia, 2021; Ibrahim, 2022; Firdaus, 2019). Karena Indonesia
adalah rechtstaat, setiap intervensi pusat ke daerah harus berbasis
undang-undang (asas legalitas) dan memiliki legitimasi yang jelas (Said,

2016).
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Tabel 3.1: Batas Intervensi Pusat

Aspek Intervensi pusat Intervensi pusat
dibenarkan bila... berbenturan bila...
Pembagian Menyangkut urusan | Mengambil alih urusan
urusan absolut/ditetapkan UU | konkuren/daerah tanpa
(pertahanan, moneter, | dasar UU yang rinci
agama, dsb.) (Yusdianto, | (Yusdianto, 2015; Said,
2015; Said, 2016) 2016; Azis, 2008)
Pengawasan | Preventif, uji materi di MA, | Pembatalan sepihak,
perda tetap hormati  peran | sentralistik, tanpa
legislatif daerah (Kurnia, | mekanisme yudisial
2021; Firdaus, 2019) memadai (Yusdianto, 2015;
Firdaus, 2019)
Sektor Ada kriteria jelas | UU memberi kewenangan
khusus “pelanggaran serius” di UU, | campur  tangan tanpa
(lingkungan, berbasis Pasal 33 UUD | batasan dan ukuran jelas,
SDA) 1945 (Hasyim & | hanya berdasar anggapan
Mardhatillah, 2020; | pusat (Hasyim &
Kusumaputra, 2021) Mardhatillah, 2020;
Kusumaputra, 2021)

Sumber: Yusdianto, 2015; Kusumaputra, 2021; Said, 2016; Azis, 2008;
Kurnia, 2021; Firdaus, 2019; Hasyim & Mardhatillah, 2020; Kusumaputra,
2021

Sejumlah literatur menekankan bahwa hubungan pusat-daerah harus
diatur dengan undang-undang, secara adil, selaras, dan memperhatikan
kekhususan/keberagaman daerah (Kusumaputra, 2021; Ibrahim, 2022; Said,
2016). Desentralisasi dan dekonsentrasi bersifat kontinum: otonomi luas
tidak menghapus sentralisasi, tetapi sentralisasi tidak boleh menggerus
demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat (Yusdianto, 2015; Purnamawati,
2021; Ibrahim, 2022; Said, 2016). Kecenderungan regulasi (UU 32/2004, UU
23/2014, Omnibus Law) sering dinilai mereduksi otonomi seluas-luasnya,
dengan “bayang-bayang sentralisasi” dan penguatan pengawasan
pusat/provinsi (Yusdianto, 2015; Kusumaputra, 2021; Said, 2016; Azis,
2008). Negara kesatuan dan otonomi seluas-luasnya pada dasarnya
harmonis bila pusat membatasi diri pada urusan yang secara eksplisit
diberikan oleh UUD dan undang-undang, menggunakan mekanisme
pengawasan yang legal dan proporsional, serta tidak menjadikan daerah
sekadar perpanjangan tangan administratif. Benturan terjadi ketika pusat
mengintervensi urusan daerah tanpa dasar hukum yang jelas, batasan yang
terukur, dan tanpa menghormati ruang inisiatif daerah.
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“Otonomi seluas-luasnya” punya dimensi hak konstitusional daerah,
tetapi tetap berakar pada delegasi dari kedaulatan nasional. Pasal 18 ayat (5)
UUD 1945 menyatakan:
seluas-luasnya...”; ini

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi
dipahami sejumlah penulis sebagai amanat
konstitusional yang memberi hak otonomi kepada daerah, bukan sekadar
kebijakan teknis biasa (Kusumaputra, 2021; Taryono & Juanda, 2021).
Namun, konstruksi klasik hubungan pusat-daerah di Indonesia
menempatkan kedaulatan tetap di pusat, sementara yang ada di daerah
adalah kewenangan (authority) yang dilimpahkan dari kekuasaan pusat,
bukan residual power sebagaimana dalam negara federal (Purnamawati,
2021).Karena itu, banyak analisis menyimpulkan otonomi daerah adalah hak
konstitusional yang bersifat derivatif: dijamin oleh UUD, tetapi eksistensi,
lingkup urusan, dan instrumennya harus dirinci dan dapat diubah dengan
undang-undang (open legal policy) (Purnamawati, 2021; Rosadi, 2015;
Taryono & Juanda, 2021).

Beberapa kebijakan yang mereduksi otonomi (misalnya pembatasan
kewenangan pengelolaan sumber daya air melalui Omnibus Law)
dipersoalkan sebagai bentuk “reduksi hak otonomi” dan inkonsistensi
konstitusional terhadap Pasal 18 dan 18A UUD 1945 (Kusumaputra, 2021).
Putusan MK tentang pengawasan perda dipuji sebagai upaya memperkuat
otonomi daerah dan mengembalikan sebagian ruang kewenangan normatif
daerah sebagai konsekuensi jaminan konstitusional tersebut (Firdaus, 2019;
Prasetio, 2023; Taryono & Juanda, 2021).

Tabel 3.2: Ringkasan Perbandingan Status Otonomi Sebagai Hak dan

Delegasi
Dimensi Hak konstitusional daerah Pemberlan.admmlstratlf
biasa

Dasar Langsung dirujuk dalam Pasal | Murni dalam UU biasa, bisa
18, 18A, 18B UUD 1945 | dicabut total
(Kusumaputra, 2021; Taryono &
Juanda, 2021)

Stabilitas | Tidak boleh dihapuskan, hanya | Dapat diubah atau dihapus
diatur lingkupnya tanpa rujukan konstitusi

Praktik Pengurangan berlebihan | Intervensi pusat dilihat
dipandang “reduksi hak | sebagai kebijakan
otonomi” (Kusumaputra, 2021; | manajerial
Firdaus, 2019; Prasetio, 2023)

Sumber: diolah penulis
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Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada prinsip negara
kesatuan yang mengakomodasi pelaksanaan otonomi daerah melalui asas
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut
menjadi fondasi konseptual dalam membangun relasi kewenangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus mencerminkan politik
hukum negara dalam mengelola keberagaman wilayah serta kompleksitas
sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia (Asshiddiqie, 2022). Asas
desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa dan
aspirasi masyarakat setempat (Primanto, 2020). Melalui mekanisme ini,
pemerintah daerah memiliki ruang diskresi dalam perumusan kebijakan
publik, pengelolaan sumber daya daerah, serta penyelenggaraan
pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal (Primanto,
2020).

Berbeda dengan desentralisasi, asas dekonsentrasi merupakan
pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi
vertikal di daerah (Manan, 1994). Dekonsentrasi tidak melahirkan
kemandirian daerah, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga
keseragaman kebijakan nasional serta memastikan kepentingan strategis
pusat tetap terlaksana di daerah. Dalam kerangka ini, kedudukan gubernur
bersifat dualistik, yakni sebagai kepala daerah provinsi sekaligus sebagai
perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga memainkan peran penting
dalam menjembatani kepentingan nasional dan kebutuhan regional
(Aridhayandi, 2018).

Pembagian Urusan Pemerintahan

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia secara normatif diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagai instrumen hukum utama yang mengoperasionalkan prinsip negara
kesatuan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pengaturan tersebut
dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan relasi kewenangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi dominasi
yang berlebihan oleh salah satu pihak. Dalam perspektif hukum administrasi
negara, pembagian urusan ini merupakan bentuk konkret dari kebijakan
desentralisasi yang diarahkan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat (Asshiddiqgie, 2006).
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan
ke dalam tiga kategori utama, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan
pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Klasifikasi ini
mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menempatkan
kewenangan pemerintahan secara proporsional berdasarkan tingkat
kepentingan nasional, dampak lintas wilayah, serta kapasitas pemerintahan
daerah (Asshiddigie, 2022). Dengan pendekatan tersebut, negara berupaya
menjaga integritas dan kedaulatan nasional tanpa menegasikan kebutuhan
daerah untuk mengelola urusan-urusan yang bersentuhan langsung dengan
kehidupan masyarakat (Asshiddiqgie, 2009).

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut merupakan jenis urusan pemerintahan
yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penempatan urusan ini
sebagai kewenangan eksklusif pemerintah pusat didasarkan pada
pertimbangan konstitusional bahwa bidang-bidang tersebut berkaitan
langsung dengan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta eksistensi
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam doktrin hukum tata negara,
urusan pemerintahan absolut dipahami sebagai fungsi-fungsi esensial
negara yang tidak dapat didesentralisasikan karena memiliki implikasi
strategis terhadap stabilitas nasional dan hubungan internasional
Indonesia (Asshiddiqie, 2022).

Bidang politik luar negeri, misalnya, merupakan urusan yang
menempatkan negara sebagai subjek hukum internasional dalam
melakukan hubungan diplomatik, perjanjian internasional, serta kerja
sama multilateral. Sentralisasi kewenangan dalam bidang ini diperlukan
untuk menjamin kesatuan sikap dan konsistensi kebijakan luar negeri
Indonesia di hadapan komunitas internasional. Pendelegasian
kewenangan kepada daerah dalam urusan ini berpotensi menimbulkan
fragmentasi kebijakan yang dapat merugikan kepentingan nasional,
sehingga pengelolaannya secara terpusat merupakan pilihan yang
rasional dan konstitusional (Astriani et al., 2020).

Urusan pertahanan dan keamanan juga ditempatkan sebagai urusan
absolut karena berkaitan langsung dengan upaya negara dalam menjaga
kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh warga negara.
Pengelolaan pertahanan dan keamanan memerlukan komando yang
terpadu dan hierarkis agar negara mampu merespons ancaman secara
cepat dan efektif. Dalam perspektif hukum administrasi negara,
sentralisasi kewenangan di bidang ini merupakan konsekuensi logis dari

m Windy RizKky Putri




Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota:
Struktur dan Kewenangan

Daftar Pustaka

Akbar, K., & Haryanto. (2019). Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan
pemerintahan konkuren (Studi kasus UU No. 23 Tahun 2014). Jurnal
Pemerintahan Dan Politik, 4(2), 89-102.

Aridhayandi, M. R. (2018). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan
pemerintahan yang baik (good governance) di bidang pembinaan dan
pengawasan indikasi geografis. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4),
883-902.

Asshiddiqie, ]. (2006). Pengantar IImu Hukum Tata Negara. Rajawali Press.

Asshiddiqie, J. (2009). Konstitusionalisme dan Supremasi Konstitusi. Jurnal
Konstitusi, 6(1).

Asshiddiqie, J. (2014). Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca
reformasi. Bhuana [lmu Populer.

Asshiddiqie, ]. (2020). Pengantar IImu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers.

Asshiddiqie, ]. (2022a). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Rajawali
Pers.

Asshiddiqie, J. (2022b). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Edisi
Kedua). Rajawali Pers.

Astriani, N., Nurlinda, I, Imami, A. A. D., & Asdak, C. (2020). Pengelolaan
Sumber Daya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional: Perspektif Hukum
Lingkungan. Arena Hukum, 13(2), 197-217.

Atmosudirdjo, P. (1994). Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia.

Djohan, D. (2018). Otonomi daerah di Indonesia: Dimana dan kemana? IPDN
Press.

Faisal, R. R, & Azhari, A. F. (2021). Penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam wurusan konkuren bidang pelayanan dasar di Kota Serang.
Volksgeist: Jurnal lmu Hukum Dan Konstitusi, 4(1), 125-137.

Fauzan, M. (2019). Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jurnal
Hukum lus Quia lustum, 26(2), 291-312.

Handini, W. P. (2019). Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) di antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Majalah
Hukum Nasional, 49(1), 117-149.

Hidayat, S. (2016). Redefinisi pembagian urusan pemerintahan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Bina Praja, 8(1), 13-24.

Windy RizKky Putri




Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota:
Struktur dan Kewenangan

https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.13-24

Huda, N. (2020). Hukum pemerintahan daerah: Sejarah, prinsip, dan dinamika.
Nusa Media.

Husen, L. 0. (2019). Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan. CV.
Social Politic Genius (SIGn).

Ismail, R. (2020). Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi
Konflik Sosial Keagamaan Ambon. Living Islam: Journal of Islamic
Discourses, 3(2), 451-469.

Jalil, H., Husen, L. O., Abidin, A., & Rezah, F. S. (2017). Hukum Pemerintahan
Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Kaloh, J. (2010). Mencari bentuk otonomi daerah: Suatu solusi dalam
menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global. Rineka Cipta.

Maksum, I. R. (2018). Posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat: Tarik
ulur kewenangan dan implikasinya. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi
Publik, 22(1), 35-51.

Manan, B. (1994). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945.
Pustaka Sinar Harapan.

Manan, B. (2005). Menyongsong fajar otonomi daerah. Pusat Studi Hukum
Fakultas Hukum UIL

Mardiasmo. (2018a). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru.
Andi.

Mardiasmo. (2018b). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi.

Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan
hidup. Arena Hukum, 9(2), 149-165.

Nurcholis, H. (2007). Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah.
Grasindo.

Primanto, A. (2020). Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di
Indonesia. Inteligensia Media.

Riwukore, ]. R, & Habaora, F. (2019). Sistem pemerintahan daerah di
Indonesia: Antara sentralisasi dan desentralisasi. Jurnal Masalah-Masalah
Sosial, 10(1), 25-38.

Romaliani, K. (2020). Check and balance dalam sistem pemerintahan
Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 45-60.

Windy Rizky Putri

103



Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota:
Struktur dan Kewenangan

Sarundajang. (2012). Arus balik kekuasaan pusat ke daerah. Pustaka Sinar
Harapan.

Simanjuntak, A. & Silitonga, 1. M. (2020). Pengaruh Peranan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas
Perencanaan Partisipatif. Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan
Methodist, 97-112.

Simanjuntak, R. (2015). Sistem desentralisasi dan otonomi daerah.
Konsorsium Otonomi Daerah.

Soekanto, S. (2017). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. RajaGrafindo Persada.

Suriadi, H. Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah perkembangan
desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Jurnal Media limu, 2(2),
193-210.

Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATIL
Jurnal Yudisial, 10(2).

Suwandi, M. (2019). Desentralisasi fiskal dan dampak bagi pembangunan
daerah. Penerbit Kompas.

Wasistiono, S. (2018). Pengantar manajemen pemerintahan daerah.
Fokusmedia.

Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
daerah. Jurnal Sistem Teknik Industri, 7(4), 27-29.

Windy RizKky Putri



Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota:
Struktur dan Kewenangan

PROFIL PENULIS
Windy Rizky Putri, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap disiplin ilmu
hukum telah tumbuh sejak jenjang Sekolah
Menengah Atas pada tahun 2014. Minat
tersebut mengantarkan  penulis  untuk
melanjutkan pendidikan tinggi pada Program
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau dan
berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2021
(Masa Studi 2017-2021). Selanjutnya, penulis
melanjutkan pendidikan pada Program
Magister [lmu Hukum Pascasarjana Universitas
Riau dan menuntaskannya pada tahun 2023 (Masa Studi 2021-2023). Sejak
tahun 2024, penulis berkarier sebagai dosen pada bagian hukum tata negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun bidang keilmuan yang

menjadi minat dan fokus kajian penulis meliputi hukum ketatanegaraan,
hukum Kkonstitusi, hak asasi manusia, hukum pemilihan umum, serta isu-isu
kontemporer dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sebagai
akademisi, penulis berkomitmen menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
yang diimplementasikan melalui aktivitas pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan publikasi karya ilmiah serta penulisan buku, dan juga
pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan advokasi
dan penyuluhan hukum. Dedikasi tersebut merupakan bagian dari upaya
pengembangan kompetensi dan kontribusi penulis bagi institusi serta
perkembangan kemajuan ilmu hukum di Indonesia.

Email Penulis: windyrizkyputri@fh.unsri.ac.id

Windy Rizky Putri

105


mailto:windyrizkyputri@fh.unsri.ac.id

BAB 5
KEWENANGAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH:
URUSAN WAJIB, PILIHAN,
DAN KONKUREN SERTA

INTERPRETASI
KEWENANGAN

Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
Universitas Sriwijaya




Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah:
Urusan Wajib, Pilihan, dan Konkuren Serta Interpretasi Kewenangan

Pendahuluan

Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
merupakan pilihan konstitusional yang dimaksudkan untuk mengelola
kompleksitas wilayah, keragaman sosial, serta ketimpangan kapasitas
pemerintahan dalam satu sistem negara kesatuan. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintahan daerah diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian,
desentralisasi tidak dapat dipahami semata sebagai teknik administrasi
pemerintahan, melainkan sebagai desain ketatanegaraan yang membentuk
relasi kewenangan antara negara, pemerintah pusat, dan entitas subnasional
(Asshiddigie, 2005).

Dalam perspektif teori negara dan hukum administrasi, kewenangan
pemerintahan daerah merupakan kewenangan yang dikonstruksikan secara
normatif melalui mekanisme atribusi undang-undang. Kewenangan tersebut
tidak lahir dari kedaulatan daerah, melainkan dari kehendak negara untuk
mendistribusikan fungsi-fungsi pemerintahan demi efektivitas tata kelola
(effective governance). Literatur internasional menunjukkan bahwa dalam
negara kesatuan yang terdesentralisasi, pembagian kewenangan selalu
bersifat kontingen dan politis, serta mencerminkan keseimbangan antara
sentralisasi dan otonomi lokal (Hooghe and Marks, 2017). Oleh karena itu,
pembahasan kewenangan pemerintahan daerah harus ditempatkan dalam
kerangka sistemik negara kesatuan, bukan dalam logika federalisme yang
mengandaikan kedaulatan terpisah.

Pembagian urusan pemerintahan merupakan elemen fundamental
dalam operasionalisasi otonomi daerah. Urusan pemerintahan berfungsi
sebagai batas normatif yang menentukan ruang lingkup kewenangan,
tanggung jawab, serta legitimasi tindakan pemerintah daerah. Tanpa
pembagian urusan yang jelas dan konsisten, otonomi daerah berisiko
mengalami distorsi, baik dalam bentuk sentralisasi terselubung maupun
fragmentasi kewenangan yang tidak akuntabel. (Faguet, 2014)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengadopsi tipologi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum,
dengan urusan konkuren sebagai fondasi utama otonomi daerah. Model ini
sejalan dengan teori multi-level governance yang menekankan pentingnya
distribusi  fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip efektivitas,
eksternalitas, dan kedekatan dengan warga (proximity to citizens) (Bache and
Flinders, 2004). Dalam konteks ini, pembagian urusan pemerintahan tidak
hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai mekanisme
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untuk menjamin kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas demokratis di
tingkat lokal.

Urusan pemerintahan daerah menempati posisi strategis dalam sistem
pemerintahan nasional karena sebagian besar fungsi negara direalisasikan
melalui pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam
implementasi kebijakan publik, sementara pemerintah pusat berperan dalam
penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Hubungan ini
mencerminkan karakter administrative decentralization yang kuat, namun
tetap berada dalam kerangka hierarki negara kesatuan (Philipus M. Hadjon
and R. Sri Soemantri Martosoewignjo, 2008).

Meski demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa praktik hubungan
pusat-daerah di negara berkembang kerap ditandai oleh dominasi regulasi
sektoral dan penguatan kembali kontrol pusat. Fenomena ini dikenal sebagai
recentralization through regulation, di mana kewenangan formal daerah
tetap diakui, tetapi ruang diskresi substantifnya menyempit (Eaton, Kaiser,
and Smoke, 2010). Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut memengaruhi
posisi urusan pemerintahan daerah yang secara normatif bersifat otonom,
namun secara empiris sering kali bergantung pada kebijakan dan interpretasi
pemerintah pusat.

Permasalahan kewenangan pemerintahan daerah muncul baik pada
tataran Kkonseptual maupun praktis. Secara konseptual, masih terdapat
ambiguitas dalam memahami sumber dan sifat kewenangan daerah,
khususnya dalam membedakan antara kewenangan yang bersifat atribusi
dan kewenangan yang sekadar merupakan pelimpahan administratif.
Ambiguitas ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas dan ketidakjelasan
tanggung jawab hukum ketika terjadi kegagalan kebijakan publik (Craig,
2025).

Secara praktis, pelaksanaan kewenangan daerah dihadapkan pada
tumpang tindih urusan, disharmoni regulasi, serta tarik-menarik
kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Kondisi ini
diperparah oleh kecenderungan penggunaan pendekatan sektoral yang
mengabaikan prinsip pembagian urusan pemerintahan. Sejumlah studi
menunjukkan bahwa konflik kewenangan yang berlarut-larut tidak hanya
menghambat efektivitas pemerintahan, tetapi juga melemahkan kepercayaan
publik terhadap sistem desentralisasi itu sendiri (Crook and Manor, 1998).

Konsep dan Dasar Teoritis Kewenangan Pemerintahan

1. Pengertian Kewenangan (Authority, Bevoegdheid)
Kewenangan (authority, bevoegdheid) merupakan konsep sentral yang
menentukan sah atau tidaknya tindakan pemerintahan. Secara doktrinal,
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Pendahuluan

Salah satu indikator utama keberhasilan pemerintahan suatu negara adalah
pertumbuhan ekonominya. Tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan
kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, selain peningkatan pendapatan per
kapita. Kondisi ini hanya dapat dicapai ketika perekonomian berkembang
secara konsisten dari waktu ke waktu, yang berarti proses pembangunan
ekonomi telah berjalan secara efektif (Sugiyanto & Musfirati, 2021).
Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu
negara atau daerah untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pada
skala nasional, pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui Produk
Domestik Bruto (PDB), sedangkan pada skala daerah diukur melalui Produk.
(Burhanudin Mukhamad Faturahman & Mandala Harefa, 2020). Selain untuk
meningkatkan pendapatan provinsi dan daerah, pertumbuhan ekonomi
dapat diukur dengan menghitung PDRB produksi barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat selama waktu tertentu (Nurkhayat et al.,
2018).

Tingkat inflasi, kemajuan teknologi, kualitas sumber daya manusia, pola
konsumsi masyarakat, dan kebijakan pendapatan dan belanja pemerintah
adalah beberapa faktor yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi
(Kusuma et al., 2025). Dalam situasi ini, negara memiliki otoritas strategis
untuk menetapkan kebijakan publik yang memengaruhi aktivitas ekonomi
secara langsung maupun tidak langsung, terutama melalui kebijakan fiskal.

Pengelolaan anggaran daerah yang efektif memerlukan instrumen
kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara
optimal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari
tiga komponen utama: pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja
pemerintah daerah, membentuk kebijakan tersebut. (Simanjuntak & Ginting,
2019) Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD) menunjukkan kebijakan
fiskal pemerintah daerah berdasarkan tiga faktor penting: pendapatan
daerah, pembiayaan daerah, dan pengeluaran pemerintah.

Pengaturan pengeluaran pemerintah, pengoptimalan penerimaan pajak,
dan pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi
Umum (DAU) (Meliza & Simanjuntak, 2018), adalah fokus utama kebijakan
fiskal daerah. DAU juga mencakup penerimaan pajak dan dana alokasi umum
yang berasal dari penerimaan pemerintah daerah. Menurut pemerintah
daerah, belanja daerah harus dikelola secara lebih optimal agar penggunaan
anggaran dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat. (Ginting et al., 2025) Hal ini akan terjadi jika
pengelolaan APBD tidak dilakukan secara efektif dan efisien.
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Tabel 6.1. Target APBN 2024 dan Realisasi Aktual 2025
Realisasi 2023 Target APBN Realisasi Target APBN Realisasi

(Rp Triliun) 2024 2024 2025 2025
(Rp Triliun) = (RpTriliun) = (Rp Triliun)  (Rp Triliun)
Penerimaan Pajak 1.717,8 1.988,9 1.932,4 2.189,3
Capaian (% dari 102,9% 100% 97,2% 100%
Target)
Pertumbuhan YoY - - 3,5% =

Sumber: data Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (D]JP)
realisasi dan target penerimaan pajak di Indonesia

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU), yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan
utama untuk memastikan bahwa kemampuan keuangan masing-masing
daerah setara. Desentralisasi berarti menyerahkan beberapa tugas
administrasi  pemerintahan kepada pemerintah daerah, tanpa
menghilangkan kewenangan strategis tertentu. Belanja pegawai,
pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan,
dan dukungan untuk program prioritas daerah, termasuk penguatan sektor
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), adalah beberapa contoh
bagaimana DAU digunakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 sebagai fondasi untuk mengatur hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah. Menurut undang-undang, pajak dan retribusi
daerah dan dana perimbangan adalah cara untuk memberikan sumber
keuangan daerah karena asas otonomi daerah (Robi, 2023).

Terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah, tentunya tidak terlepas dari asas desentralisasi, di
mana hubungan pusat dan daerah berdasarkan asas desentralisasi yang
merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar
daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada
rakyat di daerahnya.

Dalam hal hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerabh, itu jelas tidak terpengaruh oleh asas desentralisasi, yang
memungkinkan pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan
kepada pemerintah daerah. Agar daerah dapat memberikan pelayanan dan
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Pemberian kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan
desentralisasi fiskal; dengan demikian, diharapkan daerah mampu memiliki
kemandirian keuangan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya.
Keberadaan desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memperbaiki
perencanaan dan implementasi dalam efektivitas penyediaan barang dan
pelayanan publik sesuai dengan kondisi dan preferensi daerah. Hal ini dapat
dipahami karena pemerintah daerah memiliki data dan informasi mengenai
barang publik yang dibutuhkan masyarakat di daerahnya.

Penutup
Pengelolaan anggaran daerah melalui kebijakan fiskal memiliki peran krusial
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Implementasi kebijakan fiskal tersebut tercermin dalam penyusunan dan
pelaksanaan APBD yang mencakup pendapatan daerah, pembiayaan daerah,
dan belanja pemerintah daerah. DAU, DAK, dan DBH sebagai komponen
utama Dana Perimbangan merupakan instrumen penting dalam mendukung
pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan pembangunan antardaerah.
Penyerahan sumber keuangan kepada daerah merupakan konsekuensi logis
dari penyerahan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah.
Dengan pengelolaan fiskal daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel,
diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kemandirian
keuangan serta mempercepat pembangunan ekonomi yang berdampak
langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Suci Flambonita

139



Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
Dana Perimbangan, dan Prinsip Pengelolaan Fiskal Daerah

Daftar Pustaka

Alvaro, R., & Wibowo, A. P. S. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan
terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel
Moderasi pada Provinsi di Indonesia. Jurnal Budget: Isu dan Masalah
Keuangan Negara, 5(2), 103-120.

Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. Jurnal Inovasi,
9I().

Anggriani, N.,, Nurodin, I, & Iskandar, D. (2019). PENERAPAN PRINSIP
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. Ekono Insentif, 13(2).
https://doi.org/10.36787 /jei.v13i2.157

Aprizal, P., Ilahia, S. N. K,, Ilmiah, E., Septiani, S. S., & Susanti, P. (2025).
Tinjauan Yuridis terhadap Dana Alokasi Khusus sebagai Instrumen
Pembangunan Daerah dalam Sistem Keuangan Daerah. Causa: jurnal
Hukum dan Kewarganegaraan, 13(4), 81-90.

Burhanudin Mukhamad Faturahman & Mandala Harefa. (2020). Upaya
Pemerintah Dalam Mengantisipasi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi
2020. Journal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 12(10).

Christia, A. M. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia.
Law Reform.

Fahrizal, M. F, & Bintoro, Y. ]J. (2022). Desentralisasi Fiskal Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Manajemen Kewirausahaan, 19(1),
73-84.

Ginting, E. M., Hasanah, I., Nababan, V. R, Tobing, P. Y. L., & Lubis, P. K. D.
(2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umu
(DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019-2023. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen,
Akuntansi, 4(3), 4869-4881.

Kusuma, M. W. H,, Afifi, M., & Manan, A. (2025). PENGARUH AKUNTABILITAS,
TRANSPARANS]I, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBdes)
TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUKARAJA KECAMATAN
PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH. jurnal Konstanta, 4(1),
143-161.

Lumbanraja, V., Riau, D. P.,, Rustiyana, R., & Anitasari, M. (2025). Otonomi
Daerah: Konsep Dasar, Prinsip, Peran dan Kemandirian Fiskal. Star Digital

Suci Flambonita




Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
Dana Perimbangan, dan Prinsip Pengelolaan Fiskal Daerah

Publishing.

Meliza, K., & Simanjuntak, R. A. (2018). Pengaruh Desentralisasi Terhadap
Masuknya Investasi Pada 32 Provinsi di Indonesia. Simposium Nasional
Keuangan Negara.

Nurkhayat, A. Firdaus, M. & Mulatsih, S. (2018). Strategi Optimalisasi
Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia. jurnal Manajemen
Pembangunan Daerah, 10(1).

Philipus M. Hadjon et al. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia
(cet. IX). Gadjah Mada University Press.

RI, K. K. (2022). DANA ALOKASI KHUSUS.

Robi, A. (2023). Pengawasan penyelenggaraan asas desentralisasi dalam
pemerintah daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah. Sosio Akademika, 12(2), 54-68.

Saluna, N, Bachiar, M. D., & Dewi, I. O. (2025). Analisis Fleksibilitas
Penggunaan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi
Khusus (DAK). Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
(SINEMA), 6(01), 30-47.

Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Illmu dan
Praktek Administrasi, 6(4), 5.

Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh pajak daerah, retribusi
daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kemandirian
keuangan daerah. Proceedings of BIEMA (Business Management, Economic,
and Accounting National Seminar), 2, 51-64.

Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh pajak daerah, retribusi
daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja
daerah. Jurnal manajemen, 5(2), 183-194.

Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh dana alokasi umum, dana
alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana keistimewaan terhadap tingkat
kemandirian keuangan daerah. Substansi: Sumber Artikel Akuntansi
Auditing Dan Keuangan Vokasi, 5(1), 20-36.

Suparno. (2017). Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi.
Mimbar Administrasi, 1, 1-14.

Syukri, M. & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus
Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi

Suci Flambonita

141



Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
Dana Perimbangan, dan Prinsip Pengelolaan Fiskal Daerah

Selatan. JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting), 2(2),
30-37.

Utari, L., & Hodjijah, S. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Tahun 2020-2024. Journal of Sharia Economics, 4(2), 66-74.

Suci Flambonita



Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
Dana Perimbangan, dan Prinsip Pengelolaan Fiskal Daerah

PROFIL PENULIS

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

Lahir di Palembang, 18 Juli 1979. Saat ini
sebagai akademisi di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya sejak tahun 2009. Meraih
gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang pada
tahun 2003. Dan Magister Hukum (M.H.) dari
Program Pascasarjana (PPs) Universitas
Sriwijaya di tahun 2007. Gelar doktor
diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Brawijaya tahun 2019. Disela
kesibukannya sebagai akademisi, beberapa publikasi yang telah dihasilkan
diantaranya: Beberapa buku Book chapter yang ditulis bersama kolega
diantaranya: Hukum Ketenagakerjaan (telaah Keberlakuan Undang-undang
Ketenagakerjaan bagi Home Based Workers di Indonesia Prespektif Upah yang
Layak) (2020), Perlindungan Perempuan dan Anak (Book Chapter 2021),
Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Pembangunan Nasional dan
Berkelanjutan (bunga rampai-2022). Problematika Perkawinan Campuran
Perihal Keerlakuan Hukum Kewarganegaraan dan Pemenuhan Hak
Keperdataan (2025) dan Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum
Indonesia (2025)

Email Penulis: suciflambonita@fh.unsri.ac.id /uciebaech@gmail.com

Suci Flambonita

143


mailto:suciflambonita@fh.unsri.ac.id/uciebaeh@gmail.com

ﬁv

BAB 7

PERATURAN DAERAH

(PERDA) DAN PROSES
LEGISLASI DAERAH

Lusi Apriyani, S.H., LL.M
Universitas Sriwijaya




Peraturan Daerah (Perda) dan Proses Legislasi Daerah

Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum

Nasional

1. Perda sebagai Instrumen Hukum Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk peraturan
perundang-undangan yang secara konstitusional dan yuridis berfungsi
sebagai instrumen utama penyelenggaraan otonomi daerah. Keberadaan
Perda tidak dapat dilepaskan dari desain ketatanegaraan Indonesia
sebagai negara kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan dengan
asas desentralisasi (unitary state with decentralition), di mana
kewenangan pemerintahan tidak sepenuhnya tersentralisasi pada
pemerintah pusat, melainkan sebagian diserahkan kepada daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu berdasarkan asas
otonomi daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Norma konstitusional ini
menempatkan Perda sebagai produk hukum yang memiliki legitimasi
konstitusional langsung, bukan sekadar delegasi administratif dari
pemerintah pusat. Dengan demikian, Perda merupakan manifestasi
konkret dari prinsip self-regulating power dan self-governing power yang
melekat pada daerah otonom.

Dalam kerangka undang-undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa daerah diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang secara
tegas ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan
tersebut kemudian diejawantahkan dalam bentuk kebijakan hukum
daerah, salah satunya melalui pembentukan Perda. Oleh karena itu,
konsekuensi yuridis dari desentralisasi kewenangan daerah, salah
satunya adalah desentralisasi dalam hukum dan perundang-undangan.
Terjadi pemencaran kewenangan (spreiding van machten) dalam
membentuk peraturan perundang-undangan kepada daerah otonom,
inilah yang salah satunya menghasilkan perda (Jumadi, 2018). Sehingga,
Perda tidak hanya dipahami sebagai norma hukum tertulis, melainkan
sebagai ekspresi politik hukum daerah dalam batas-batas sistem hukum
nasional.

Peraturan daerah dimaksud bukan sekadar peraturan pelaksanaan
dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus
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mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk
kemandirian daerah (zelfstandingheid) dan aspirasi masyarakat lokal
(Jumadi, 2018). Secara teoritis, Perda dapat dipahami sebagai produk
hukum yang bersumber dari kewenangan atribusi dan delegasi (Maria
Farida, 2010). Kewenangan atribusi berasal langsung dari UUD 1945 dan
undang-undang, sementara kewenangan delegasi bersumber dari
pelimpahan kewenangan pengaturan oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Perda menjadi instrumen
untuk mengkonkretkan norma-norma umum yang terdapat dalam
undang-undang agar dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly
Asshiddigie yang menegaskan bahwa desentralisasi menuntut adanya
ruang normatif bagi daerah untuk membentuk hukum yang responsif
terhadap kondisi sosialnya (Asshiddiqie, 2009).

Namun demikian, sebagai perwujudan kewenangan otonomi daerabh,
Perda tidak bersifat absolut. Pembentukan dan materi muatan Perda
tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum, hierarki peraturan perundang-
undangan, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah fragmentasi
hukum dan memastikan keselarasan antara hukum daerah dan hukum
nasional. Dalam konteks ini, Perda berada dalam posisi dialektis: di satu
sisi sebagai simbol kemandirian daerah, di sisi lain sebagai bagian integral
dari sistem hukum nasional.

Sebagai produk hukum yang secara hierarki berada di bawah
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UUD NRI Tahun 1945,
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden), Perda
merupakan bentuk otonom pengaturan hukum yang bersifat teritorial
namun tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan di atasnya. Dalam perspektif hukum administrasi negara,
kewenangan pembentukan Perda bersumber dari atribusi dan delegasi.
Atribusi berasal langsung dari konstitusi dan undang-undang, sedangkan
delegasi merupakan pelimpahan kewenangan lebih lanjut dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Philipus M Hadjon and R.
Sri Soemantri Martosoewignjo, 2008). Oleh karena itu, substansi Perda
harus selalu dapat ditelusuri dasar kewenangannya dan tidak boleh
melampaui urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi daerah
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
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Perda juga berfungsi sebagai sarana konkret untuk mengakomodasi
keragaman kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis daerah. Dalam
konteks ini, Perda menjadi instrumen penting untuk mewujudkan prinsip
local self-government, sekaligus menjaga keseimbangan antara
kepentingan nasional dan kepentingan lokal (Manan, 2002). Sebagai
instrument hukum di daerah, Perda memiliki beberapa fungsi. Pertama,
Perda berfungsi mengatur tingkah laku Masyarakat, aparatur
pemerintahan daerah, serta hubungan antara pemerintah daerah dan
warga. Fungsi ini tampak dalam Perda yang mengatur tata ruang,
perizinan, pajak dan retribusi daerah, serta penyelenggaraan pelayanan
publik. Perda berperan menciptakan kepastian hukum dan ketertiban
sosial di tingkat lokal, sekaligus menjadi pedoman bagi pelaksanaan
kebijakan daerah.

Kedua, Perda berfungsi sebagai landasan yuridis dalam dalam
mengalokasikan sumber daya dan manfaat pembangunan secara adil di
daerah. Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
misalnya, merupakan instrumen hukum yang menentukan distribusi
anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur. Dalam perspektif kebijakan publik, fungsi ini dijalankan
dalam rangka menentukan prioritas pembangunan pemerintah daerah
yang harus selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan
umum.

Ketiga, Perda menjadi instrumen perlindungan hukum bagi
kepentingan masyarakat dan kelompok rentan di daerah. Fungsi ini
terlihat dalam Perda yang mengatur pelestarian alam, perlindungan
perempuan dan anak, penyelenggaraan perlindungan bagi disabilitas,
serta pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat. Melalui fungsi ini,
Perda tidak hanya berperan sebagai instrumen administratif, tetapi juga
sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan publik
di tingkat lokal.

Perda memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebijakan publik
daerah. Dalam kerangka policy cycle, Perda sering kali berfungsi sebagai
instrumen legalisasi kebijakan, yaitu tahap ketika pilihan kebijakan yang
telah dirumuskan oleh pemerintah daerah diformalkan menjadi norma
hukum yang mengikat. Dengan kata lain, Perda merupakan instrumen
legitimasi kebijakan publik daerah. Secara praktis, Perda dapat berfungsi
sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah
daerah. Kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, pengelolaan
lingkungan, atau penataan kawasan perkotaan, misalnya, memerlukan
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Pendahuluan

Pemerintahan dalam sistem kekuasaan negara pada dasarnya merupakan
manifestasi dari prinsip pembagian kerja untuk menjalankan fungsi-fungsi
pelayanan publik. Secara etimologis, istilah pemerintah berakar dari bahasa
Yunani kybernan yang berarti mengemudi, atau dalam bahasa Belanda
disebut bestuur yang merujuk pada pengurusan dan pengendalian. Dalam
konteks hukum administrasi, pemerintah dipahami dalam dua dimensi:
secara fungsional sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan, dan secara
struktural sebagai keseluruhan organ atau institusi yang berwenang, baik di
tingkat pusat maupun daerah.

Di  Indonesia,  sebagian  fungsi  pemerintahan  tersebut
didesentralisasikan kepada daerah otonom sebagai bagian dari upaya
mencapai tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD
1945. Secara administratif, pelaksanaan otonomi ini dipayungi oleh
konstitusi dan regulasi organik seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan
hingga penetapan UU No. 6 Tahun 2023. Sinkronisasi regulasi ini menjadi
krusial untuk memastikan bahwa pembagian urusan antara pusat dan daerah
berjalan di atas rel kepastian hukum.

Struktur daerah di Indonesia disusun secara berjenjang yang hingga
akhir tahun 2025 mencakup 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota otonom.
Selain daerah otonom reguler, Indonesia juga mengenal entitas khusus
seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang penyelenggaraan pemerintahannya
bersifat otorita namun tetap menggunakan nomenklatur Daerah Khusus.
Luasnya cakupan administratif ini menuntut adanya aparatur pemerintah
daerah yang profesional guna menjalankan wewenang pemerintahan yang
dikendalikan melalui instrumen hukum yang tersebar dalam berbagai
peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan dalam sistem kekuasaan suatu negara dimaksudkan
untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan menurut prinsip pembagian
kerja. Sebagian fungsi-fungsi pemerintahan, seperti halnya di Indonesia,
disentralisasikan terutama dalam sistem otonomi daerah. Selain dalam arti
fungsional, pemerintahan dalam arti struktural atau organ, lazim dikenal
dengan istilah pemerintah.

Secara etimologis, kata pemerintah berasal dari Bahasa Greek kybern,
kybernan, yang berarti mengemudi (Ndraha, 2003), dalam bahasa Belanda
bestuur, besturen, yang berarti pengurusan, badan pengurus, mengendalikan,
mengurus, memerintah (Moeimam & Steinhaur, 2005). Dalam bahasa Inggris,
government, administration, diartikan pemerintah, dan juga diartikan
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pemerintahan. Istilah bestuur atau administration sering disandingkan
dengan istilah regering, disebut sebagai pemerintahan dalam arti luas. Baik
bestuur atau administration maupun regering diterjemahkan dengan
pemerintah.

Istilah pemerintah dipahami dalam pengertian fungsional yaitu
pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan; dan pemerintah dalam pengertian
struktur yaitu keseluruhan organ-organ pemerintahan, baik di tingkat pusat
maupun daerah. Istilah government, pemerintah dalam arti fungsional,
sering disejajarkan dengan governance (tata kelola), misalnya melalui
konsep good governance. Dalam pendekatan yuridis ketatanegaraan,
pemerintah dalam arti fungsional digunakan istilah bestuur (disebut juga
pemerintahan dalam arti sempit) yaitu lapangan pemerintahan selain fungsi
pembentukan peraturan perundang-undangan dan fungsi yudisial
Pemerintah dalam arti fungsional, sering disejajarkan dengan governance
(tata kelola), misalnya melalui konsep good governance.

Kepala Daerah

Kepala daerah, yang mencakup Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta
wakilnya, memiliki kedudukan unik dalam struktur aparatur daerah karena
mekanisme pengisian jabatannya dilakukan melalui proses politik atau
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berbeda dengan Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang direkrut melalui seleksi kompetensi, pasangan kepala daerah
dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Dinamika pengaturan Pilkada
di Indonesia terus bertransformasi sejak dimulainya pemilihan langsung
pada tahun 2005, yang bertujuan untuk memperkuat legitimasi
kepemimpinan di tingkat lokal.

Landasan yuridis pemilihan kepala daerah telah mengalami berbagai
perubahan evolusioner melalui sejumlah Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) dan Undang-Undang, termasuk penyesuaian untuk
mengakomodasi daerah otonom baru di Papua. Hal ini dilakukan untuk
memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan Pilkada Serentak,
seperti yang direncanakan pada tahun 2024, dapat berjalan sesuai jadwal
meskipun terdapat pembentukan daerah baru. Sinkronisasi aturan teknis ini
sangat penting agar hak politik warga di daerah baru tetap terlindungi dan
transisi kepemimpinan berjalan stabil.

Momentum bersejarah dalam kepemimpinan daerah terjadi pada tahun
2025, di mana Presiden melantik secara serentak 961 kepala daerah dan
wakil kepala daerah dari 481 daerah di Istana Merdeka. Pelantikan massal ini
tidak hanya mencerminkan efisiensi administratif, tetapi juga menjadi simbol

Ridwan

171



Aparatur Pemerintah Daerah: Kepala Daerah dan ASN Pemerintah Daerah

kesatuan arah pembangunan nasional antara pusat dan daerah untuk masa
jabatan 2025-2030. Pasca pelantikan, para Kkepala daerah diwajibkan
mengikuti kegiatan strategis seperti retret di Akademi Militer Magelang
untuk memperkuat koordinasi dan visi kepemimpinan.

Dalam menjalankan fungsinya, kepala daerah dibatasi oleh norma-
norma hukum administrasi guna mencegah penyalahgunaan wewenang, baik
dalam bentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang,
maupun tindakan sewenang-wenang. Sebagai pejabat pemerintahan, mereka
wajib mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan
prosedur administrasi yang ditetapkan dalam UU No. 30 Tahun 2014.
Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berimplikasi pada sanksi
administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian, yang
dijatuhkan oleh otoritas yang lebih tinggi setelah melalui proses verifikasi
yang objektif.

Dalam hukum administrasi, penjatuhan sanksi harus didasarkan pada
kewenangan atributif. Kewenangan penjatuhan sanksi administratif bagi
kepala daerah berada pada hirarki otoritas yang lebih tinggi:

1. Presiden: Memberikan sanksi kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur
(sebagai wakil pemerintah pusat di daerah).

2. Menteri Dalam Negeri: Memberikan sanksi kepada Bupati/Wali Kota
dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.

3. Gubernur (sebagai Wakil Pemerintah Pusat): Memiliki mandat untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengusulkan sanksi bagi
kepala daerah di tingkat kabupaten/kota di wilayahnya.

Sanksi administratif tidak bersifat tunggal, melainkan berjenjang
(gradasi) tergantung pada bobot pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan
dokumen materi yang dipelajari, jenis sanksi tersebut meliputi:

1. Sanksi Ringan: Berupa teguran tertulis.
2. Sanksi Sedang: Berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan (gaji dan
tunjangan) selama 3 bulan hingga 6 bulan.
3. Sanksi Berat:
a. Mengikuti program pembinaan khusus (pendalaman bidang
pemerintahan).
b. Pemberhentian sementara selama 3 bulan.
c. Pemberhentian tetap (sebagai sanksi pamungkas/ ultimum
remedium).

Selain sanksi personal kepada pejabatnya, terdapat pula sanksi yang

berimplikasi pada institusi daerah, seperti penundaan evaluasi Rancangan
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Pendahuluan

Briant C. Smith mengemukakan bahwa transisi demokrasi di daerah
merupakan prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi di tingkat
nasional (Kacung Maridjan, 2015). Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada
adalah salah satu kelembagaan demokrasi yang paling menarik untuk
dipelajari dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Sejak
perubahan rezim pemerintahan pada tahun 1998 dan proses reformasi yang
menyusul kemudian, dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah
mengalami perubahan fundamental yang menyentuh hampir seluruh aspek
pada sistemnya. Pilkada tidak dapat dipandang sekadar sebagai proses
elektoral untuk memilih pemimpin di tingkat lokal, tetapi juga merupakan
arena pembelajaran politik masyarakat, media ekspresi kedaulatan rakyat,
dan mekanisme seleksi kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan
daerah. Di dalamnya, terdapat berbagai interaksi antara aktor negara, partai
politik, kelompok masyarakat sipil, media massa, hingga warga negara yang
menggunakan hak pilihnya. Interaksi tersebut membentuk ekosistem
demokrasi lokal yang kompleks, penuh kompromi, dan tak jarang
menimbulkan konflik hukum yang bermuara pada jalur litigasi.

Transisi Pilkada dari model pemilihan tidak langsung melalui DPRD
menuju pemilihan langsung oleh rakyat membawa konsekuensi akademis
dan praktis. Pada periode sebelum 2005, kepala daerah dipilih melalui
mekanisme representatif oleh lembaga legislatif daerah (DPRD) yang
didominasi aktor partai politik. Hal ini dapat dianggap sebagai kompromi
politik di era transisi demokrasi, di mana pemilihan langsung belum menjadi
norma. Namun, reformasi menghendaki kedaulatan rakyat dilaksanakan
sejauh mungkin melalui mekanisme elektoral. Akhirnya, Pilkada langsung
diterapkan yang berakibat berubahnya hubungan antara pemilih, kandidat,
dan institusi pemerintah daerah.

Pada tataran ide, Pilkada memenuhi salah satu prinsip dasar demokrasi,
yaitu partisipasi rakyat, supremasi suara mayoritas, dan akuntabilitas
pejabat publik melalui mekanisme pemilihan yang dilaksanakan periodik.
Pada tataran praktis, Pilkada menyajikan tantangan yang tidak sederhana.
Biaya penyelenggaraan yang tinggi, politik uang, dominasi elit lokal, ambisi
dinasti politik, serta tingginya sengketa hasil pemilihan merupakan
fenomena yang senantiasa mengiringi sistem elektoral ini (Ibrahim, 2017). Di
sisi lain, Pilkada memperluas ruang publik dalam politik lokal. Masyarakat
dapat mengawasi secara langsung kualitas pemimpinnya, menilai program,
serta memberikan sanksi elektoral berupa kekalahan dalam kontestasi
berikutnya.
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Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada menjadi indikator penting
dalam mengukur kualitas demokrasi lokal. Idealnya partisipasi dimaksud
bukan sekadar permasalahan apakah masyarakat datang ke TPS dan memilih
calon yang dikehendaki, tetapi mencakup seluruh siklus elektoral, mulai dari
kepedulian terhadap isu kebijakan lokal, keterlibatan dalam diskusi politik,
kontrol terhadap pejabat publik, hingga respons terhadap pelanggaran
hukum elektoral. Kualitas partisipasi seperti ini menjadi salah satu ukuran
yang membedakan demokrasi substansial dari demokrasi prosedural.

Pilkada juga memperlihatkan peran penting partai politik dalam
demokrasi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, partai politik adalah
penghubung antara warga negara dengan institusi pemerintahan, sebuah
fungsi yang diatur konstitusi dan diakui dalam literatur politik modern.
Namun, kualitas peran partai politik di tingkat lokal kerap dikritik. Partai
dianggap lebih berorientasi pada transaksi politik daripada kaderisasi, lebih
mengedepankan figur ketimbang platform ideologis, serta lebih peduli pada
kepentingan pusat daripada kebutuhan daerah (Windawati Pinem, Putri
Arpani, Nurainun, 2024). Kritik ini menimbulkan diskursus akademis
mengenai perlu tidaknya reformasi kelembagaan partai politik agar
demokrasi lokal dapat berjalan lebih substantif.

Di sisi penyelesaian konflik, Pilkada menyediakan jalur hukum yang
cukup komprehensif. Sengketa hasil pemilihan dapat diajukan melalui
mekanisme litigasi ke Mahkamah Konstitusi (MK), sementara pelanggaran
administratif dan etik pemilu dapat ditangani oleh Bawaslu dan KPU sesuai
kewenangannya (Jamaludin, T., 2019). Kehadiran jalur penyelesaian
sengketa ini merupakan bagian dari proses demokratisasi karena
perselisihan elektoral disalurkan melalui instrumen hukum, bukan melalui
kekerasan fisik atau mobilisasi massa. Hal ini sekaligus mendukung
supremasi hukum sebagai nilai penting demokrasi modern.

Dengan demikian, Pilkada adalah laboratorium demokrasi tingkat lokal
yang melibatkan dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan politik secara
bersamaan. Bab ini akan membahas Pilkada dari perspektif hukum
pemerintahan daerah, dengan fokus pada mekanisme pencalonan, syarat
calon, peran partai politik, partisipasi masyarakat, serta penyelesaian
sengketa hasil pemilihan.

Kerangka Konseptual Demokrasi Lokal

Konsep demokrasi lokal di Indonesia berada dalam persimpangan antara
teori demokrasi elektoral dan praktik tata kelola pemerintahan daerah.
Demokrasi lokal tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas pemungutan
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Pendahuluan

Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia adalah negara yang
berbentuk republik yang dalam penyelenggaraannya terdiri atas
pemerintahan pusat dan pemerintahan yang dilaksanakan di daerah
(Pemda). Pembagian kewenangan ini merupakan konsekuensi dari pilihan
Indonesia yang berbentuk negara kesatuan yang tetap mengakomodasi asas
desentralisasi. Pemda dibentuk sebagai perpanjangan tangan negara dalam
menyelenggarakan fungsi pemerintahan di tingkat lokal untuk mempererat
pelayanan masyarakat dan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
rakyat (Amanda, 2023).

Pada implementasinya, perihal menjalankan pemerintahan di daerah,
dibentuklah bagian daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk
menetapkan kebijakan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan
berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan.
Keberadaan daerah otonom diharapkan mampu mengelola potensi daerah
secara optimal, responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, serta
mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, otonomi daerah diposisikan sebagai instrumen strategis
dalam mencapai tujuan negara, bukan sebagai tujuan itu sendiri (Aprita &
Adhitya, 2020).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan tiga
azas utama, yaitu azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan azas tugas
pembantuan. Prinsip desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemda
untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, azas
dekonsentrasi menempatkan pelaksanaan kewenangan pusat melalui
pejabat di daerah, sedangkan azas tugas pembantuan menugaskan daerah
untuk melaksanakan tugas tertentu dari pemerintah pusat. Ketiga asas
tersebut harus berjalan secara sinergis dan saling melengkapi dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun daerah diberikan
kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri,
kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Otonomi daerah bukanlah
kedaulatan, melainkan kewenangan yang bersumber dari pemerintah pusat
berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, dalam
menjalankan perannya, pemda tetap terikat pada prinsip negara kesatuan,
azas legalitas, serta kewajiban untuk menjaga keutuhan dan integrasi
nasional (Bali, 2022).

Pengaturan mengenai relasi antara otoritas nasional dan pemerintahan
di tingkat lokal memperoleh dasar normatif langsung dari konstitusi,
khususnya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
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Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah direvisi melalui Amandemen
Kedua pada 18 Agustus 2000. Dalam konstruksi konstitusional tersebut
ditegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan disusun atas satuan-
satuan wilayah provinsi, yang selanjutnya terbagi ke dalam wilayah
kabupaten dan kota, di mana setiap satuan wilayah tersebut memiliki
perangkat pemerintahan sendiri yang pembentukannya ditentukan melalui
undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
menggariskan bahwa pembagian dan pelaksanaan kewenangan antara
pemerintah di tingkat pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi,
kabupaten, maupun kota, diatur oleh undang-undang dengan
mempertimbangkan karakteristik khusus serta variasi kondisi antar daerah.
Formulasi ini memperlihatkan bahwa relasi pusat dan daerah tidak semata-
mata dibangun atas dasar garis komando berjenjang, melainkan juga
mengakomodasi realitas pluralitas sosial, ekonomi, dan kultural yang
melekat pada masing-masing daerah.

Pengaturan teknis mengenai bagaimana pemerintahan daerah
dijalankan tidak berhenti pada ketentuan konstitusi, melainkan dijabarkan
lebih lanjut melalui instrumen undang-undang sektoral. Dalam fase tertentu
perkembangan ketatanegaraan Indonesia, konstruksi hukum tersebut
diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur
pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang
mengatur relasi keuangan antara pemerintah nasional dan pemerintahan
daerah. Kehadiran dua regulasi ini mencerminkan pilihan kebijakan negara
untuk memindahkan sebagian besar fungsi pemerintahan ke tingkat daerah,
yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai dengan alokasi
sumber pendanaan melalui skema desentralisasi fiskal.

Dalam praktik pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tidak
hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pembentuk
norma hukum. Kewenangan normatif tersebut dijalankan secara kolektif oleh
kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
menempatkan pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu fungsi
utama DPRD. Dengan demikian, peraturan daerah menjadi perangkat hukum
strategis yang menopang perumusan dan implementasi kebijakan publik di
tingkat lokal (Christia & Ispriyarso, 2019).

Sebagai produk hukum yang lahir di tingkat daerah, peraturan daerah
tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan elaborasi lanjutan dari norma
hukum yang lebih tinggi. Proses penjabaran tersebut harus
mempertimbangkan situasi objektif, karakter sosial, dan kebutuhan khas
masing-masing wilayah. Oleh karena itu, peraturan daerah dibatasi oleh
larangan untuk menyimpang dari kepentingan umum maupun peraturan
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Pendahuluan

Pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
diselenggarakan melalui mekanisme pembagian peran antara beberapa
institusi utama. Dalam kerangka tersebut, kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menempati posisi sentral sebagai pelaku
utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hubungan
antara kedua institusi ini bukan sekadar hubungan administratif, melainkan
mencerminkan bagaimana prinsip desentralisasi, demokrasi, dan negara
hukum dioperasionalkan pada tingkat daerah (Asshiddiqie, 2016).

Keberadaan kepala daerah dan DPRD memperoleh legitimasi
konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemerintahan daerah dijalankan oleh
kepala daerah dan DPRD yang dipilih secara demokratis. Pengaturan ini
menunjukkan bahwa otonomi daerah di Indonesia dirancang tidak hanya
untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, tetapi juga untuk
memperkuat demokrasi lokal melalui mekanisme perwakilan dan
akuntabilitas politik (Manan, 2001b).

Dalam perspektif teori ketatanegaraan, hubungan kepala daerah dan
DPRD dapat dipahami sebagai hubungan kelembagaan yang dibangun atas
dasar pembagian fungsi pemerintahan. Kepala daerah menjalankan fungsi
eksekutif dalam mengelola dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah,
sedangkan DPRD menjalankan fungsi representasi rakyat melalui
pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, serta pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Pola pembagian fungsi ini
mencerminkan penerapan prinsip pengendalian dan keseimbangan
kekuasaan dalam pemerintahan daerah, meskipun tidak dalam bentuk
pemisahan kekuasaan yang bersifat mutlak.

Legitimasi demokratis kepala daerah yang diperoleh melalui pemilihan
langsung memberikan dasar politik yang kuat dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan
bahwa legitimasi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan harmonisasi
hubungan kelembagaan dengan DPRD. Konfigurasi politik lokal, komposisi
kekuatan partai di DPRD, serta dinamika kepentingan politik sering kali
memengaruhi pola hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD dalam
praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah (Enggarani et al., 2024).

Sebagai negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi, Indonesia
menempatkan pemerintahan daerah dalam kerangka hukum nasional.
Kewenangan yang dimiliki oleh daerah, termasuk kewenangan pembentukan
peraturan daerah, bersumber dari undang-undang dan berada dalam sistem
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hierarki peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, hubungan kepala
daerah dan DPRD tidak hanya dipahami dalam konteks internal daerah,
tetapi juga dalam kaitannya dengan hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (Hidayat and Niagara, 2022).

Dalam praktik, hubungan antara kepala daerah dan DPRD sering kali
diwarnai oleh dinamika politik dan kelembagaan yang kompleks.
Ketidakseimbangan relasi kekuasaan atau lemahnya mekanisme kerja sama
dapat berdampak pada efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang jelas dan konsisten
mengenai hubungan kedua institusi tersebut menjadi instrumen penting
untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah serta memastikan bahwa
pelaksanaan otonomi daerah tetap berorientasi pada kepentingan
masyarakat (Hadi, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai hubungan kepala
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
menjadi krusial dalam kajian pemerintahan daerah. Pemahaman yang
komprehensif terhadap hubungan ini diperlukan tidak hanya untuk
membaca desain normatif pemerintahan daerah di Indonesia, tetapi juga
untuk menilai sejauh mana hubungan kelembagaan tersebut mampu
mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel,
dan efektif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hadi,
Gandryani, and Afifah, 2025).

Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD dalam Sistem

Pemerintahan Daerah Indonesia

Secara teoritik, kedudukan kepala daerah dan DPRD mencerminkan
penerapan pembagian kekuasaan secara fungsional dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Kepala daerah ditempatkan sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi eksekutif,
sedangkan DPRD diposisikan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah
yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran,
dan pengawasan. Pembagian fungsi tersebut tidak dimaksudkan sebagai
pemisahan kekuasaan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai mekanisme
pengendalian dan keseimbangan kekuasaan dalam kerangka negara hukum
dan demokrasi lokal.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedudukan kepala daerah dan
DPRD harus diletakkan dalam kerangka normatif Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta undang-undang tentang
pemerintahan daerah, dengan memperhatikan teori kedaulatan, pembagian
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Pendahuluan

Indonesia secara konstitusional diproyeksikan sebagai negara kesatuan
hukum dan politik yang berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, di mana pengelolaan pemerintahan tidak
dijalankan secara monolitik, melainkan melalui rekayasa pembagian
kewenangan dan fungsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Skema relasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai fragmentasi kedaulatan,
apalagi pemisahan kekuasaan negara, tetapi merupakan konstruksi
konstitusional yang dirancang untuk memastikan roda pemerintahan
berjalan efektif sekaligus memperpendek jarak antara negara dan warga
negara dalam pelayanan publik. Dengan demikian, relasi pusat-daerah
menempati posisi strategis sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan
nasional yang harus terus dijaga keseimbangannya antara logika sentralisasi
dan tuntutan desentralisasi (Ahli et al., 2023).

Dalam arsitektur Kketatanegaraan Indonesia, hubungan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menempati ruang yang krusial
karena masing-masing memiliki spektrum kewenangan yang tidak identik,
namun saling bergantung dalam pencapaian tujuan bernegara. Otonomi
daerah dalam konteks ini tidak diletakkan sebagai tujuan final, melainkan
sebagai instrumen untuk mendorong kemaslahatan masyarakat,
memperkuat demokrasi di tingkat lokal, serta menjaga kohesi nasional. Oleh
sebab itu, pembacaan kritis terhadap relasi pusat dan daerah darilensa ranah
hukum, terutama urusan kenegaraan, menjadi penting guna mengurai
bagaimana pemerintahan daerah seharusnya dijalankan secara rasional,
tertib, dan sejalan dengan prinsip negara hukum (Hedwig & Tinton, 2024).

Konstitusi Indonesia memberikan fondasi normatif yang tegas
mengenai pengaturan hubungan antar tingkat pemerintahan. Pasal 18 UUD
NRI Th. 1945 menegaskan eksistensi otonomi daerah sebagai bagian inheren
dari sistem pemerintahan negara, sedangkan Pasal 18A UUD NRI Th. 1945
menempatkan pengaturan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten, sebagai
domain regulasi untuk mempertimbangkan kekhasan dan keragaman
daerah. Formulasi konstitusional yaitu menegaskan bahwa hubungan antar-
pemerintah tidak sekadar urusan teknokratis-administratif, melainkan
elemen desain ketatanegaraan yang harus dijalankan secara konsisten dan
berbasis hukum (DPR RI, 2021).

Penjabaran lebih operasional atas relasi kewenangan tersebut
kemudian kerangka normatifnya turut direkayasa ulang melalui instrumen
peraturan perundang-undangan yang menggantikan sekaligus memodifikasi
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bangunan hukum terdahulu. Regulasi ini menyusun pembagian urusan
pemerintahan secara lebih sistematis, menegaskan posisi pemerintah daerah
dalam kerangka pemerintahan nasional, serta mengatur pola tepat dalam hal
pendampingan oleh pemerintah. Pemda otonom diposisikan sebagai subjek
hukum publik yang memiliki hak perihal memberikan solusi urusan
pemerintahan tertentu, termasuk memiliki kekayaan yang terpisah dari
keuangan negara. Namun demikian, keberadaan pemda tetap tidak
terpisahkan dari NKRI, sehingga setiap pelaksanaan kewenangannya tunduk
pada batasan kewenangan Pemerintah Pusat dan harus selaras dengan
regulasi yang berlaku secara nasional (Natashya & Rasji, 2023).

Ditinjau dari perspektif kenegaraan, hubungan antara Pemerintah Pusat
dan Pemda tidak hanya mencerminkan distribusi kewenangan, tetapi juga
merepresentasikan pembagian fungsi kekuasaan dalam bingkai negara
hukum. Relasi tersebut menjangkau berbagai dimensi yang saling terkait,
mulai dari hubungan kewenangan, hubungan kelembagaan, hubungan
keuangan, hingga hubungan pengawasan. Kejelasan norma pada setiap
dimensi tersebut menjadi faktor penentu efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan. Ketidakjelasan pembagian kewenangan berpotensi
melahirkan tumpang tindih urusan, disharmoni kebijakan, bahkan konflik
kewenangan antar level pemerintahan (Triadi & Anshari, 2024).

Dalam praktik, hubungan pemerintah pusat dan Pemda tidak jarang
diwarnai dinamika tarik-menarik kewenangan, khususnya dalam perumusan
kebijakan strategis dan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren. Pola
kontrol yang berjalan paralel, namun dengan basis otoritas yang berbeda,
antara presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan pemimpin
daerah sebagai penyelenggara pemda merupakan konsekuensi logis perihal
penerapan asas desentralisasi. Kontrol tersebut diperlukan untuk menjaga
konsistensi kebijakan nasional sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan
otonomi daerah tidak menyimpang dari tujuan bernegara dan tidak
menggerus keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di luar relasi hubungan otonom pemerintahan, sistem pemerintahan
Indonesia juga memasukkan Pemerintah Desa sebagai entitas pemerintahan
lokal dengan karakteristik tersendiri. Desa diakui eksistensinya berdasarkan
timbul serta kewenangan yang berlaku berskala desa. Meski demikian, desa
tetap berada dalam satu kesatuan sistem pemerintahan nasional dan
menjalin hubungan koordinatif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Kehadiran desa dalam struktur pemerintahan menambah lapisan
kompleksitas hubungan antar-pemerintah, terutama dalam aspek koordinasi
kebijakan, distribusi kewenangan, dan mekanisme pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa.
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Perluasan Objek Sengketa: Dari KTUN Konvensional ke

Tindakan Pemerintahan (Factual Actions)

Terdapat pergeseran paradigma objek gugatan di PTUN sejak berlakunya UU
No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam
konteks kebijakan lokal. Tindakan faktual pemerintah pasca UU 30/2014
umumnya dapat dikualifikasikan sebagai objek sengketa TUN, sehingga
dualisme dengan OOD di peradilan umum makin dipersempit. Sebelum UU
30/2014, sengketa atas KTUN tertulis menjadi kompetensi PTUN, sedangkan
tindakan faktual pemerintah (feitelijke handelingen) dan kerugian yang
ditimbulkannya digugat ke Pengadilan Negeri sebagai Onrechtmatige
Overheidsdaad (00D) berdasar Pasal 1365 BW (Abrianto et al., 2020; Aji &
Sugiarto, 2018). Pasal 87 UU 30/2014 memperluas konsep KTUN: penetapan
tertulis “juga mencakup tindakan faktual” (Abrianto et al,, 2020; Bimasakti,
2018). Konsekuensinya, sengketa atas tindakan faktual yang merupakan
bagian dari kewenangan publik pemerintah diposisikan sebagai sengketa
TUN (Abrianto et al., 2020; Bimasakti, 2018). MA melalui SEMA No. 4 Tahun
2016 menegaskan “penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual” sebagai
objek gugatan PTUN, yang digunakan sebagian penulis untuk menyimpulkan
bahwa 00D oleh pemerintah beralih ke kompetensi PTUN (Abrianto et al,,
2020; Bimasakti, 2018).

Sebagian doktrin memandang seluruh tindakan faktual dalam ranah
publik (bestuurszorg) setelah UU 30/2014 seharusnya ditarik ke PTUN,
karena telah dimasukkan ke definisi KTUN; OOD oleh pemerintah menjadi
sengketa administrasi di PTUN (Abrianto et al, 2020; Bimasakti, 2018).
Doktrin lain menegaskan nuansa: tindakan faktual yang tidak didahului
KTUN dan lebih tepat dikonstruksi sebagai pelanggaran hak perdata (mis.,
penguasaan tanah tanpa dasar dan sengketa kepemilikan) tetap dapat
digugat sebagai O0OD di peradilan umum (Aji & Sugiarto, 2018; Halim &
Indrianto, 2022).

Untuk kasus penggusuran tanpa surat keputusan tertulis oleh Satpol PP,
maka jika dikonstruksi sebagai tindakan administrasi dalam ranah hukum
publik (penertiban, penegakan perda), banyak argumen dan kebijakan
yudisial terbaru yang mengarahkannya ke PTUN sebagai sengketa tindakan
pemerintah/KTUN luas, termasuk permohonan ganti rugi administratif
(Abrianto et al., 2020; Bimasakti, 2018; Tahir et al., 2024). Namun jika
sengketa utamanya adalah status hak perdata atas tanah/bangunan, unsur
keperdataan masih dapat menjadi dasar kompetensi Pengadilan Negeri
dengan konstruksi OOD, meskipun tren regulasi (UU 30/2014, Perma
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2/2019) mendorong penyatuan ke PTUN (Aji & Sugiarto, 2018; Halim &
Indrianto, 2022).

Secara doktrinal dan regulatif terbaru, tindakan faktual seperti
penggusuran tanpa SK yang lahir dari kewenangan publik paling tepat
dikualifikasikan sebagai objek sengketa TUN di PTUN, dengan konstruksi
KTUN “luas” dan sengketa tindakan pemerintah. Dualisme kompetensi
dengan 00D di Pengadilan Negeri dihindari dengan menekankan karakter
publik vs. privat hubungan hukumnya: semakin kuat dimensi publik-
administratifnya, semakin jelas forum yang tepat adalah PTUN. Fokus pada
karakter hubungan hukum, maka: bila inti masalah adalah legalitas tindakan
publik dan pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) -
posisikan sebagai objek sengketa TUN/tindakan pemerintah di PTUN
(Abrianto et al,, 2020; Bimasakti, 2018; Aji & Sugiarto, 2018; Tahir et al.,
2024); namun bila inti masalah adalah hak keperdataan klasik (kepemilikan,
perikatan, ganti rugi murni perdata) dan tindakan pemerintah berperan lebih
sebagai “pelaku keperdataan” — ruang OOD di peradilan umum masih
terbuka, meski semakin menyempit (Aji & Sugiarto, 2018; Halim & Indrianto,
2022).

Diskresi kepala daerah dibatasi ketat oleh UU 30/2014 dan AUPB,
sehingga tidak dapat menjadi “cek kosong” dan tetap dapat diuji di PTUN.
Diskresi hanya dapat dipakai dalam ruang lingkup kewenangan yang
memang dimiliki, bukan sebagai substitusi bila tidak ada kewenangan sama
sekali (Syahputra et al, 2022; Subadi & Toersina, 2018). Melewati batas
kewenangan berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat
diuji di PTUN (Syahputra et al,, 2022; Rayhan et al., 2023; Septiningsih et al,,
2023). Diskresi dimaksudkan sebagai solusi atas kebutuhan, kebuntuan, atau
kekosongan hukum (mis, untuk investasi daerah), bukan untuk
menyimpangi norma yang jelas atau melawan peraturan yang lebih tinggi
(Subadi & Toersina, 2018).

Diskresi harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AUPB). Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan,
ketidakpenyalahgunaan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan
pelayanan yang baik menjadi tolok ukur yudisial (Rayhan et al., 2023).
Pelanggaran AUPB adalah dasar utama gugatan ke PTUN, termasuk atas
kebijakan diskresioner (Syahputra et al, 2022; Rayhan et al, 2023;
Septiningsih et al, 2023). Kepala daerah  wajib dapat
mempertanggungjawabkan penggunaan diskresi ke atasan dan masyarakat;
diskresi yang melahirkan kerugian atau konflik (seperti pembekuan lembaga
adat) justru diuji oleh PTUN sebagai KTUN atau tindakan administrasi
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Sejarah Pembentukan UU Pemerintahan Daerah

Indonesia memasuki fase krusial dengan lahirnya era Reformasi pada tahun
1998. Periode ini menandai terjadinya perubahan politik yang signifikan,
ditandai dengan pembaruan konstitusi serta diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999. Regulasi tersebut memberikan ruang yang
luas bagi pelaksanaan desentralisasi dan perluasan otonomi daerah.
Reformasi politik menjadi momentum penting yang membawa pembaruan
dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya pada tingkat daerah.
Amandemen UUD 1945 bersama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 menjadi dasar hukum bagi penguatan kewenangan pemerintah daerah
dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Suriadi n.d.).

Selama dua puluh tahun terakhir, pemerintah secara konsisten
melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi.
Perubahan regulasi, termasuk lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menunjukkan komitmen
negara dalam merespons tantangan serta dinamika pembangunan daerah.
Indonesia terus melanjutkan agenda desentralisasi melalui penyesuaian dan
pembaruan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah
perkembangan historis tersebut secara menyeluruh dengan menguraikan
evolusi kebijakan, berbagai kendala yang muncul, serta implikasinya
terhadap pembangunan dan dinamika politik baik di tingkat daerah maupun
nasional.

Sejak awal pembentukannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia
dihadapkan pada tantangan mengelola wilayah yang luas dan majemuk,
sehingga pilihan terhadap model hubungan pusat dan daerah menjadi isu
fundamental dalam hukum tata negara. Evolusi desentralisasi dipahami
sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga keutuhan negara sekaligus
mengakomodasi keberagaman daerah.

Pada masa kolonial, sistem pemerintahan yang diterapkan bersifat
sangat sentralistik dengan pemusatan kekuasaan pada pemerintah kolonial
Belanda, sehingga daerah tidak memiliki kewenangan otonom. Pola
sentralisasi ini berlanjut hingga awal kemerdekaan, ketika UUD 1945
menegaskan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan pemerintahan pusat
yang kuat. Meskipun demikian, konstitusi juga mulai membuka ruang
normatif bagi pengakuan terhadap kekhususan daerah melalui pembentukan
daerah istimewa, meskipun dalam praktiknya otonomi daerah masih sangat
terbatas (Suriadi n.d.).

Pada era Orde Lama dan Orde Baru, politik hukum pemerintahan daerah
menunjukkan ambivalensi antara sentralisasi dan desentralisasi. Pengakuan

Rizki Amaliah

305



Koherensi UU Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan
Lain yang Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah

terhadap daerah istimewa pada masa Orde Lama belum diikuti dengan
pelimpahan kewenangan yang substantif, sementara kebijakan
desentralisasi pada masa Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1974 lebih bersifat administratif dan tetap menempatkan pemerintah pusat
sebagai pemegang kendali utama. Dengan demikian, otonomi daerah pada
periode ini belum mencerminkan prinsip desentralisasi yang demokratis
sebagaimana dipahami dalam teori hukum tata negara modern (Heryansyah
2016).

Perubahan mendasar terjadi pada era Reformasi 1998 yang menjadi
titik balik dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Amandemen UUD 1945,
khususnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, menegaskan desentralisasi
sebagai prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian
disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, mencerminkan perubahan paradigma dari
sentralisasi kekuasaan menuju penguatan otonomi daerah dalam kerangka
negara kesatuan (Suriadi n.d.).

Desentralisasi telah memperoleh legitimasi konstitusional dan yuridis
yang kuat, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan,
seperti ketimpangan antar-daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah
daerah, dan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penguatan
desentralisasi ke depan harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata
negara yang menyeimbangkan otonomi daerah dengan prinsip integrasi
nasional. Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya berfungsi sebagai
kebijakan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional untuk
mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan.

Kajian Substantif Otonomi Daerah sebagai akibat dari

Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (beserta

perubahannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi) membawa perubahan

signifikan terhadap hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan

daerah. Melalui pendekatan omnibus law, UU Cipta Kerja merevisi dan

mengharmonisasi berbagai undang-undang sektoral, termasuk yang

berkaitan langsung dengan kewenangan pemerintahan daerah. Dampaknya

terhadap otonomi daerah bersifat struktural, normatif, dan praktis.

1. Penyempitan Kewenangan Daerah dalam Perizinan
Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan
mendasar terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam bidang
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Re-interpretasi Konstitusionalitas "Otonomi Seluas-

luasnya": Batas Integritas NKRI

Sejumlah putusan MK yang mendefinisikan ulang makna "otonomi seluas-
luasnya". Fokusnya adalah bagaimana MK menyeimbangkan hak daerah
dengan prinsip negara kesatuan, terutama dalam menjaga agar otonomi tidak
mengarah pada federasi terselubung. Penafsiran MK atas otonomi daerah
menunjukkan pola dinamis dan kerap inkonsisten, namun penelitian yang
ada lebih mengaitkannya dengan pilihan metode penafsiran dan dinamika
politik-hukum secara umum daripada langsung ke istilah “otonomi
seluas-luasnya”.

Kajian tentang pemilu serentak menunjukkan adanya pertentangan
langsung antara Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 dan 14/PUU-X1/2013 atas
pasal yang sama, yang dinilai sebagai inkonsistensi penafsiran konstitusi
(Suparto, 2017). Dalam kewenangan sengketa hasil pilkada, terjadi
perubahan dari tafsir “kewenangan sementara” (97 /PUU-XI/2013) menjadi
“kewenangan asli dan permanen” (85/PUU-XX/2022). Perubahan ini dinilai
sebagai hasil inkonsistensi penafsiran MK atas posisi pilkada dalam rezim
pemilihan dan batas kewenangan MK (Hantoro, 2024). Penafsiran makna
“agama” bergeser  antara Putusan 140/PUU-VII/2009 dan
97 /PUU-XIV/2016, hingga perlu diterangkan dengan asas lex posterior
derogat legi priori (Sihombing, 2020).

Putusan 137/PUU-XIII/2015 soal pengawasan perda dimaksudkan
memperkuat otonomi, tetapi secara konseptual justru merevitalisasi
instrumen sentralisme dan mereduksi otonomi melalui peneguhan
pengawasan preventif pusat (Firdaus, 2019). Dinamika tafsir kewenangan
MK dalam sengketa pilkada dan relasinya dengan MA serta DPR digambarkan
sangat dipengaruhi politik hukum dan tarik-menarik kekuasaan
antar-lembaga, termasuk upaya legislatif merespons atau bahkan
mengabaikan putusan MK (Siregar & Prabandari, 2024; Flassy et al., 2025;
Nisa et al,, 2025). Literatur tentang “politik hukum MK” menjelaskan bahwa
putusan dapat mengikuti model legal, sikap, strategis, dan institusional, yang
membuka ruang respons terhadap konteks politik dan ideologis yang
berubah (Murdoko, 2020).
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Tabel 15.1: Contoh Konkret Dinamika Tafsir MK Lintas Isu

Bidang Contoh Putusan Bentuk Dinamika
Pemilu 51 52 59/PUU VI/2008 | Tafsir berbalik atas
serentak vs 14/PUU X1/2013 konstitusionalitas pemilu tidak

serentak
Sengketa 97/PUU XI/2013 vs | Perubahan dari kewenangan
pilkada 85/PUU XX/2022 sementara ke asli/permanen
Pengawasan | 137/PUU XIII/2015 Retorika penguatan otonomi
perda tapi efek sentralistis

Sumber: diolah penulis

Penelitian menunjukkan pola inkonsistensi dan perubahan tafsir MK di
berbagai bidang, termasuk yang berdampak pada ruang otonomi daerah.
Keterkaitan langsung dengan konfigurasi politik nasional disinyalir melalui
konsep “politik hukum” dan tarik-menarik antarlembaga, tetapi belum ada
studi empiris yang secara kuantitatif mengaitkan setiap pergeseran tafsir
“otonomi seluas-luasnya” dengan konfigurasi politik tertentu.

MK belum merumuskan dikotomi eksplisit “kewenangan melekat vs
kewenangan yang diberikan” bagi daerah, tetapi penalarannya tentang
sumber dan cara perolehan kewenangan memberi gambaran pembedaan itu.
Literatur tentang kewenangan pemerintahan yang dirujuk dalam kajian
otonomi daerah membedakan:

1. Atribusi: kewenangan asli/melekat karena langsung diberikan oleh UUD
atau undang-undang pembentukannya, bukan turunan dari organ lain
(Abikusna, 2019).

2. Delegasi/distribusi: kewenangan yang diberikan oleh organ lebih tinggi
(mis. Pemerintah Pusat ke daerah) melalui undang-undang, bersifat
turunan dan dapat diuji/ditarik kembali (Abikusna, 2019).

Dalam konteks UU 23/2014, kewenangan daerah dipahami terutama
sebagai kewenangan distributif dari pusat, yang masih dipecah dalam bentuk
mandat dan delegasi; penekanannya bahwa otonomi “seluas-luasnya” tetap
bersifat pemberian, bukan atribusi konstitusional murni (Abikusna, 2019).

Dalam putusan tentang pengawasan perda (137/PUU-XIII/2015), MK
menempatkan perda sebagai ekspresi hak daerah otonom “mengatur dan
mengurus rumah tangganya” sekaligus menegaskan bahwa ruang itu dibatasi
oleh hierarki peraturan dan mekanisme pengawasan pusat (Nasrun et al.,
2019; Firdaus, 2019). Ini menunjukkan: hak mengatur sendiri berakar pada
Pasal 18 UUD 1945 (nuansa inherent sebagai daerah otonom), dan tetapi
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ruang konkretnya dibentuk dan dibatasi oleh UU Pemerintahan Daerah (yaitu
delegated/distributive authority) (Nasrun et al.,, 2019; Firdaus, 2019).

Tabel 15.2: Perbandingan Ringkas Sumber Kewenangan Daerah

Aspek “Melekat” “Diberikan”
(Inherent/Atributif) (Delegated/Distributif)

Dasar Prinsip otonomi pada Pasal Rincian urusan & kewenangan
18 UUD 1945 (hak daerah konkuren dalam UU 23/2014
sebagai daerah otonom) dan regulasi turunannya

Sifat Lebih sulit dihapus tanpa Dapat diperluas/dikurangi
perubahan kerangka lewat perubahan UU biasa
konstitusi

Contoh Hak daerah membentuk Penentuan jenis urusan

implisit | perda sebagai instrumen wajib/pilihan, pembatalan
mengatur rumah tangga perda oleh pusat/MA
sendiri

Sumber: diolah penulis

MK tidak memberi definisi terminologis “kewenangan melekat” vs
“kewenangan yang diberikan” untuk daerah, tetapi melalui rujukan ke teori
atribusi-delegasi dan cara membaca Pasal 18 UUD 1945 serta UU 23/2014,
tampak bahwa: hak otonomi dibaca sebagai basis yang lebih melekat,
sedangkan isi konkret kewenangan daerah diperlakukan sebagai
kewenangan yang diberikan dan dapat diubah oleh pembentuk
undang-undang.

Rezim Pemilihan Kepala Daerah: Transformasi dari

Regional Regime ke National Election

Mengkaji implikasi Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan
Pilkada adalah bagian dari rezim Pemilu. Ini mengubah peta jalan hukum tata
negara terkait keserentakan Pilkada dan lembaga peradilan yang berwenang
memutus sengketa. Secara substantif, penyatuan rezim Pilkada ke dalam
desain Pemilu nasional lebih banyak mengorbankan kekhasan politik lokal
demi efisiensi dan orkestrasi politik nasional, meski tetap dapat memuat
unsur penguatan akuntabilitas lokal.

Pilkada langsung sejak awal diposisikan sebagai instrumen penguatan
otonomi daerah, kedaulatan rakyat lokal, dan kaderisasi kepemimpinan
nasional (Suparno, 2018; Hutapea, 2015; Suriyanti & Zs, 2021). Integrasi ke
siklus nasional dan serentak mengubahnya menjadi “agenda politik
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Desentralisasi Fiskal: Perdebatan Tentang
Desentralisasi VS. Recentralization, Alokasi Fiskal, dan Reformasi

Pendahuluan

Desentralisasi fiskal dalam kerangka Hukum Tata Negara Indonesia bukan
sekadar mekanisme distribusi sumber daya ekonomi, melainkan manifestasi
dari pembagian kekuasaan (power distribution) yang diamanatkan oleh
konstitusi. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 meletakkan landasan filosofis bahwa
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilaksanakan
secara "adil dan selaras" berdasarkan undang-undang. Namun, rumusan ini
merupakan norma yang bertekstur terbuka (open texture), yang memberikan
ruang kebijakan (legal policy) bagi pembentuk undang-undang untuk
merumuskan detail teknis, sekaligus memberikan mandat kepada Mahkamah
Konstitusi untuk menjaga agar kebijakan tersebut tidak melanggar prinsip
keadilan, demokrasi, dan otonomi daerah yang substantif.

Saat ini, arah desentralisasi fiskal Indonesia sedang mengalami transisi
fundamental dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU
HKPD). Transformasi ini menandai pergeseran paradigma dari otonomi yang
luas menuju standarisasi nasional melalui instrumen sinkronisasi kebijakan
fiskal. Ketegangan antara semangat desentralisasi dan kecenderungan
resentralisasi menjadi isu sentral, di mana intervensi pusat baik melalui
regulasi pajak daerah yang bersifat closed list maupun skema transfer dana
yang bersifat earmarked, menuntut evaluasi kritis atas batas-batas
konstitusional intervensi tersebut agar tidak mereduksi hak otonomi daerah
menjadi sekadar fungsi administratif belaka.

Konstitusionalitas Relasi Keuangan Pusat-Daerah:
Memaknai "Adil dan Selaras” dalam Pasal 18A UUD 1945

Untuk membedah landasan filosofis dan yuridis hubungan keuangan antara
tingkat pemerintahan, fokusnya pada tafsir konstitusional terhadap frasa
"hubungan keuangan... diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang." Dalam doktrin hukum tata negara Indonesia,
rumusan pasal-pasal hubungan pusat-daerah di UUD 1945 umumnya
dipandang bertekstur terbuka (open texture) dan memberi ruang legal policy
kepada pembentuk UU, sekaligus ruang penafsiran konstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan analogi kuat dari kajian atas Pasal 18
ayat (4), parameter “adil” dalam Pasal 18A ayat (2) tidak bersifat sepenuhnya
statis dan tertutup.

Penelitian tentang Pasal 18 ayat (4) menemukan bahwa ketentuan itu
dirumuskan secara fleksibel, berciri open texture dan opened legal policy,
sehingga detail teknis diserahkan pada pembentuk UU, tetapi tetap dibatasi
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oleh prinsip-prinsip konstitusional seperti demokrasi dan rule of law (Hadi,
2023). Temuan ini menunjukkan bahwa norma-norma dalam Pasal 18
(termasuk 18A) bukan sekadar “cek kosong” bagi pembentuk UU, tetapi
memberi kerangka nilai yang mengikat, yang dapat dikonkretkan dan diuji
oleh MK.

Tabel 16.1: Relasi Kebijakan Pembentuk UU Dan Kontrol MK Atas
Norma Terbuka

Aspek Pembentuk UU Mahkamah Konstitusi
Penjabaran Mengatur desain, formula | Menguji agar tidak
teknis dana, mekanisme bagi | bertentangan dengan prinsip
hubungan hasil keadilan, demokrasi,
pusat-daerah perlindungan hak
Penentuan Menentukan parameter | Menetapkan batas minimum
parameter konkret (misalnya | konstitusional (tidak boleh
operasional kriteria fiskal, formula) | sewenang-wenang, tidak
“adil” sebagai kebijakan diskriminatif, menghormati

otonomi)

Sumber: diolah penulis

Dalam konteks lain, MK telah berkali-kali “mengisi” norma terbuka
dengan menetapkan standar minimum agar kewenangan eksekutif/legislatif
tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Misalnya, dalam Putusan No.
18/PUU-XVII/2019, MK menafsirkan ulang frasa-frasa terbuka di UU Jaminan
Fidusia dan mensyaratkan kesepakatan atau putusan pengadilan untuk
mencegah penyalahgunaan kekuasaan kreditor (Alizon, 2020). Pola ini
menunjukkan bahwa Kketika norma bersifat umum dan berpotensi
menimbulkan ketidakadilan, MK merasa berwenang menetapkan batas
minimum perlindungan. Secara teoritis dan berdasarkan pola praktik MK
terhadap norma konstitusional yang bertekstur terbuka, parameter “adil”
dalam Pasal 18A ayat (2) tidak sepenuhnya statis menurut kemauan
pembentuk UU. Pembentuk UU tetap memegang ruang kebijakan luas, tetapi
MK dapat dan secara doktrinal beralasan untuk menetapkan standar
minimum keadilan fiskal (misalnya larangan ketidakproporsionalan atau
diskriminasi fiskal yang merusak otonomi daerah) yang tidak boleh dilanggar
oleh Pusat.

Penarikan potensi PAD tanpa kompensasi fiskal berpotensi melanggar
keselarasan konstitusional hubungan pusat-daerah, dan berimplikasi yuridis
terhadap prinsip keselarasan konstitusional. UUD 1945 dan UU keuangan
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Doktrin Asimetrisme Konstitusional: Tafsir Pasal 18B UUD
1945

Landasan filosofis mengapa Indonesia tidak menerapkan otonomi yang
seragam (one size fits all), bab ini memfokuskan pada pengakuan negara
terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa. Pasal 18B
ayat (1) tidak memberi “cek kosong”, tetapi membuka ruang kebijakan luas
dalam bingkai NKRI. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan Indonesia
sebagai negara kesatuan bersusun tunggal, “tidak ada negara dalam negara”
sebagaimana federasi (Hanas et al., 2024). Desentralisasi, termasuk daerah
khusus/istimewa (asymmetric decentralization), hanyalah pendelegasian
kewenangan dari pusat; daerah tidak memiliki kedaulatan asal, melainkan
wewenang yang berasal dari pemerintah pusat (Purnamawati, 2021; Hanas
et al., 2024). Penelitian tentang otonomi daerah menekankan bahwa UUD
1945 seharusnya tidak mencampuradukkan ciri negara federal dan kesatuan,
dan bahwa kewenangan daerah tidak boleh mengurangi supremasi pusat
(Purnamawati, 2021). Ini menjadi batas materiil agar pengaturan
kekhususan tidak berubah menjadi struktur federal.

Sejumlah kajian menyebut pengaturan pemerintahan daerah (Pasal 18,
18A, 18B) sebagai “open legal policy”: pembentuk UU diberi ruang
eksperimen dalam merancang model otonomi, termasuk asimetris, selama
tetap dalam kerangka NKRI (Rosadi, 2015). Pasal 18B ayat (1) menjadi dasar
konstitusional pengakuan dan pengaturan Aceh, Papua, Jakarta, Yogyakarta,
dan IKN Nusantara sebagai daerah dengan status khusus/istimewa
(Sadiawati et al,, 2025; Amirullah et al,, 2025; Hanas et al., 2024; Siwi et al,,
2021; Arabiyani, 2018). Namun tidak ada aturan rinci dalam UU Pemda
tentang syarat pembentukan daerah khusus/istimewa; hanya pengakuan
atas status yang sudah ada, sehingga disarankan dibentuk kriteria eksplisit
(historis, politik, sosial, ekonomi) untuk mencegah penggunaan
sewenang-wenang (Hanas et al, 2024). Praktik Aceh (misalnya Qanun
Bendera) menunjukkan bahwa rujukan ke Pasal 18B(1) tetap dibatasi oleh
prinsip “eenheidsstaat” dan peraturan nasional lainnya (Arabiyani, 2018).
Pasal 18B ayat (1) tidak memberi “cek kosong”: ia membuka ruang kebijakan
luas bagi pembentuk UU untuk merancang status khusus/istimewa, tetapi
dibatasi oleh bentuk negara kesatuan, supremasi pemerintah pusat, dan
perlunya kriteria hukum yang lebih jelas agar kekhususan tidak bergeser ke
arah federalisme de facto.

MK dapat membatalkan norma “keistimewaan”, tetapi tidak langsung
“mencabut” status khusus daerah. Dalam kerangka UUD 1945, Mahkamah
Konstitusi (MK) berwenang menguji dan membatalkan norma
undang-undang yang mengatur kekhususan daerah apabila bertentangan
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dengan prinsip negara kesatuan dan kesatuan hukum nasional. Namun,
status “khusus/istimewa” sebagai desain konstitusional tidak otomatis
hapus, kecuali jika norma Kkonstitusionalnya sendiri diubah melalui
amandemen, bukan lewat putusan MK.

MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945 dan menyatakan pasal
tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika bertentangan
dengan konstitusi (Nisa et al,, 2025; Kelilauw & Firmantoro, 2024). Secara
teori, MK dipahami sebagai negative legislator: hanya membatalkan atau
mempertahankan norma, bukan menciptakan desain baru (Kelilauw &
Firmantoro, 2024). Dalam Putusan 137/PUU-XIII/2015, MK membatalkan
kewenangan gubernur/menteri untuk membatalkan perda, dengan dasar
prinsip negara kesatuan, otonomi daerah, dan rule of law (Bonadi et al., 2019;
Mutawalli et al, 2023). Pola serupa berlaku: MK menghapus atau
menafsirkan ulang norma yang dianggap mengganggu tatanan
konstitusional, tanpa menghapus eksistensi institusi daerah itu sendiri.

Penelitian tentang keistimewaan DIY menunjukkan MK dapat
mempertahankan  status istimewa sambil menguji konsistensi
pengaturannya dengan HAM dan prinsip konstitusional lain; MK menafsirkan
keistimewaan secara “relatif-partikular”, bukan absolut (Triwahyuningsih et
al,, 2023). Kajian tentang parameter keistimewaan menegaskan perlunya
kriteria konstitusional yang jelas agar pengakuan status khusus bisa diuji
secara objektif dan tidak menjadi alat politisasi (Zainuddin & Nguindip,
2025). Jika pembentuk UU melampaui batas (misalnya bertentangan dengan
prinsip kesetaraan, kesatuan hukum, atau distribusi kewenangan
pusat-daerah), MK dapat membatalkan pasal-pasal tersebut, yang secara de
facto dapat mengosongkan atau mempersempit isi “keistimewaan” tanpa
menyentuh teks Pasal 18B. Sejauh menyangkut prinsip kesatuan hukum
nasional, MK dapat membatalkan atau menafsirkan ulang norma UU dan
peraturan turunan yang mengatur “keistimewaan” jika inkonstitusional.
Namun, MK tidak berwenang secara langsung mencabut status “daerah
khusus/istimewa” sebagai konstruksi Pasal 18B; yang dapat dilakukan
adalah mengosongkan atau mengoreksi muatan hukumnya sehingga kembali
selaras dengan desain negara kesatuan dan kesatuan hukum nasional.

Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Eksperimentasi Power-

Sharing dalam Negara Kesatuan

Pembahasan berikutnya adalah menganalisis relasi kekuasaan unik, seperti
keberadaan Partai Politik Lokal di Aceh dan Majelis Rakyat Papua (MRP),
serta bagaimana UU Otsus berfungsi sebagai lex specialis yang sangat kuat.
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Digitalisasi Pemerintahan Daerah

Digitalisasi Pemerintahan Daerah merupakan proses pemanfaatan TIK
(Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan -efektivitas,
efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi ini
mencakup penerapan e-government, integrasi data lintas perangkat daerah,
layanan publik berbasis elektronik, serta sistem pengambilan keputusan
berbasis data (data-driven governance) (Hombore 2025).

Dalam konteks otonomi daerah, digitalisasi berfungsi sebagai instrumen
penguatan kapasitas daerah untuk menjalankan kewenangannya secara
mandiri dan akuntabel. Pemerintah daerah tidak hanya memiliki peran
sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai inovator layanan
publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu,
digitalisasi menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi dan good
governance di tingkat daerah.

Sejalan dengan itu, konsep Smart Village hadir sebagai pendekatan
pembangunan desa berbasis pemanfaatan teknologi digital yang disesuaikan
dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan lokal desa. Smart Village tidak
semata-mata menekankan penggunaan teknologi canggih, tetapi lebih pada
pemanfaatan teknologi secara tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, kualitas pelayanan desa, dan partisipasi warga dalam
pembangunan.

Smart Village umumnya mencakup beberapa dimensi utama, seperti
smart governance desa (layanan administrasi desa digital, transparansi
APBDes), smart economy (digitalisasi UMKM desa, pemasaran daring produk
lokal), smart society (akses pendidikan dan kesehatan berbasis digital), serta
smart environment (pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis
teknologi). Dengan demikian, Smart Village menjadi perpanjangan logis dari
digitalisasi pemerintahan daerah hingga ke level pemerintahan paling bawah
(Eko Indrajit 2016).

Sinergi antara digitalisasi pemerintahan daerah dan Smart Village
sangat penting untuk menghindari digital divide atau bisa juga disebut
sebagai kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Pemerintah daerah berperan strategis dalam menyediakan infrastruktur
digital, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa, serta
penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi desa berbasis
teknologi.

Secara normatif dan kebijakan, digitalisasi pemerintahan daerah dan
pengembangan Smart Village mencerminkan upaya negara dalam
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mewujudkan tujuan desentralisasi, yaitu memudahkan akses pelayanan
kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tantangan
utama ke depan terletak pada kesiapan sumber daya manusia, keberlanjutan
sistem digital, perlindungan data pribadi, serta konsistensi kebijakan lintas
level pemerintahan.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada

Pemerintahan Daerah

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (yang selanjutnya disingkat PerPres)
Nomor 95 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
telah memberikan payung hukum terhadap digitalisasi di Pemerintahan
Daerah. Hal itu ditindaklanjuti dengan PerPres Nomor 132 Tahun 2022
tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, yang
menetapkan kerangka dasar integrasi proses bisnis, data, infrastruktur,
aplikasi, dan keamanan SPBE serta PerPres Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
yang berfokus pada percepatan transformasi digital, integrasi layanan
misalnya pada kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

SPBE dirancang sebagai sistem yang bersifat integratif antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga prinsip keterpaduan
menjadi elemen yang sangat krusial dalam penerapannya. Melalui SPBE, pola
pelayanan birokrasi yang sebelumnya terfragmentasi dan berjalan sendiri-
sendiri diupayakan untuk dihilangkan. Sistem ini mewajibkan setiap instansi
pemerintah untuk melaksanakan pelaporan secara terpusat melalui satu
pintu dengan mekanisme yang bersifat vertikal (Muka and Widyatmika
2020).

Selain meningkatkan efektivitas, penerapan SPBE juga berkontribusi
pada peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Efisiensi
tersebut tercapai melalui disederhanakannya berbagai sistem sebelumnya
yang cenderung kompleks dan berlapis. Dengan mekanisme ini, beragam
kebutuhan administrasi di tingkat pusat maupun daerah dapat dilaporkan
dan dilaksanakan secara lebih cepat. Aspek akuntabilitas pun memperoleh
landasan pelaporan yang lebih jelas, responsif, akurat, serta mampu
meminimalkan potensi kerugian. Dengan demikian, pelaporan dan evaluasi
kinerja pemerintah pusat maupun daerah melalui SPBE dapat
dipertanggungjawabkan secara lebih baik, terukur, dan terbuka untuk
diawasi oleh publik sebagai wujud transparansi (Karman and Deswanto
2021).
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Peran Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik

Desa

Pengelolaan badan usaha di tingkat daerah dan desa merupakan instrumen
penting dalam struktur tata ekonomi dan pelayanan publik di Indonesia.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
dirancang sebagai lembaga bisnis publik yang bertujuan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di masing-masing wilayah (Maulidiana et al., 2024). Secara
yuridis, BUMD diatur oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA)
dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah (selanjutnya disebut PP BUMD), yang mengatur mulai dari pendirian
hingga kewenangan pengawasan internalnya dalam rangka mewujudkan
prinsip Good Corporate Governance, yakni transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pelaporan serta
pertanggungjawaban publik (Richardo Nanga Wara & Teguh Prakoso
eJournal Administrasi Publik, 2022), yang mana juga dikehendaki dalam
Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional”.

Pendekatan regulasi dan pengawasan terhadap BUMD dan BUMDes
tidak hanya menuntut pemahaman atas kerangka hukum positif, tetapi juga
sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku
kepentingan di tingkat desa untuk memperkuat efektivitas implementasi.
Regulasi yang kuat perlu disertai dengan mekanisme pengawasan yang
adaptif, termasuk melalui monitoring internal, evaluasi berkala, dan
keterlibatan institusi eksternal yang relevan (Samsul, 2013). Dalam konteks
tersebut, pembahasan mengenai aspek hukum, kelembagaan, serta peran
pengawasan terhadap BUMD dan BUMDes menjadi penting untuk menunjang
organisasi bisnis publik yang sehat dan akuntabel, sehingga dapat
berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di
Indonesia.

1. Peran Badan Usaha Milik Daerah
Berdasarkan PP BUMD yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No.
23 Tahun 2014, secara yuridis normatif BUMD menempati posisi strategis
sebagai instrumen pemerintah daerah yang mengemban fungsi ganda.
Pasal 7 PP BUMD menegaskan peran utama BUMD adalah memberikan
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manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat
setempat. BUMD tidak hanya diposisikan sebagai entitas bisnis yang
mengejar laba (profit oriented), tetapi wajib sejalan dengan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memaksimalkan potensi
lokal, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi
regional, baik dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
maupun Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Dalam perspektif yuridis normatif, PP BUMD menuntut pengelolaan
BUMD wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang
meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian,
dan kewajaran, guna memastikan kinerja yang efektif dan efisien. Peran
BUMD juga ditegaskan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) melalui penyertaan modal daerah, di mana pemerintah daerah
bertindak sebagai pemegang saham atau pemilik modal yang berwenang
melakukan evaluasi, pengawasan, dan restrukturisasi untuk
meningkatkan nilai BUMD. Selain itu, PP ini memberikan ruang yuridis
bagi BUMD untuk melakukan penugasan pemerintah dalam rangka
pelayanan umum (public service obligation) dengan kompensasi yang
jelas, sehingga perannya dalam pelayanan publik tetap terjaga tanpa
mengabaikan aspek kelayakan keuangan dan bisnis.

Dalam kerangka normatif tersebut, BUMD diposisikan sebagai
instrumen ekonomi daerah yang mengemban fungsi ganda: sebagai
penyedia kemanfaatan umum dan sebagai entitas bisnis yang dituntut
menghasilkan laba. Secara tekstual, tujuan tersebut ditegaskan dalam
Pasal 7 PP BUMD yang memadukan orientasi pelayanan publik dan
orientasi profit. Namun, formulasi tujuan ini mencerminkan ambiguitas
ideologis hukum administrasi ekonomi daerah: hukum tampak netral,
tetapi sesungguhnya memuat kompromi antara logika pasar dan logika
kesejahteraan (Unger, 1986). Ketegangan ini membuka ruang dominasi
rasionalitas ekonomi neoliberal ke dalam sektor publik daerah, di mana
kepentingan efisiensi dan laba berpotensi menggeser mandat
konstitusional negara kesejahteraan di tingkat lokal.

Peran Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam
pengelolaan BUMD baik sebagai pemilik modal maupun pemegang saham,
menegaskan kuatnya sentralisasi kekuasaan eksekutif daerah dalam
struktur korporasi publik. Pengaturan ini dapat ditemukan secara
eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PP BUMD. Konfigurasi tersebut
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Mekanisme Partisipasi, Keterbukaan Informasi, dan Upaya
Pencegahan Korupsi

"Sejatinya, pemerintahan yang baik tidak dilahirkan dari rahim kekuasaan
yang absolut dan sunyi, melainkan dimanifestasikan dalam transparansi dan
partisipasi. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan yang
menyingkap lorong gelap birokrasi, sementara partisipasi yang dicita-citakan
adalah partisipasi yang bermakna, bukan sekadar formalitas semu belaka.
Dari penyatuan keduanya lahirlah budaya antikorupsi sebagai sukma bagi
good governance. Tanpa ketiganya, hukum hanya akan berhenti sebagai teks
yang tertuliskan, bukan sebagai keadilan yang dapat dirasakan.”

Dalam bingkai kesadaran itulah, tulisan ini hadir untuk menggugat
paradigma lama yang meyakini bahwa pemberantasan korupsi cukup
diselesaikan melalui ketegasan pasal-pasal pidana semata. Lebih dari itu,
upaya ini menuntut hadirnya jiwa transparansi yang hidup dan napas
partisipasi yang nyata dalam setiap denyut nadi pemerintahan daerah.
Transformasi ini menjadi semakin mendesak, mengingat korupsi telah
bermetamorfosis menjadi persoalan akut yang menjangkiti struktur
berbangsa dan bernegara di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia.
Patologi birokrasi ini menuntut penanganan yang serius dan komprehensif
karena dampaknya yang merusak sendi-sendi kehidupan (Alfaqi et al., 2017).
Harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menjadi agenda
besar kebangsaan yang belum menemui titik tuntas dalam beberapa tahun
terakhir. Kompleksitas modus operandi dan aktor yang terlibat menjadikan
isu ini sebagai tantangan tersendiri bagi stabilitas hukum dan politik
Indonesia, bahkan diprediksi akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang berat
untuk beberapa dekade mendatang (Risnain, 2014).

Kekhawatiran teoretis tersebut menemukan pembenarannya dalam
realitas penyelenggaraan pemerintahan daerah hari ini. Alih-alih memenubhi
janji kesejahteraan sebagai daerah otonom, absennya pengawasan yang ketat
justru mengubah desentralisasi kewenangan menjadi desentralisasi korupsi.
Data empiris menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan
laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023, terdapat 791 kasus
korupsi dengan 1.695 tersangka di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar
kasus terjadi di lingkungan pemerintahan daerah (Indonesia Corruption
Watch, 2024). Potret buram tersebut terkonfirmasi oleh stagnasi kinerja
pemberantasan korupsi di panggung global. Merujuk pada laporan
Transparency International dalam “Corruption Perceptions Index 2024,”
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menempati urutan ke-99 dari 180
negara dengan skor 37 dari 100, posisi yang stagnan dibandingkan tahun

sebelumnya (Transparency International, 2024).
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Stagnasi persepsi di level internasional ini berbanding lurus dengan
penurunan kesadaran di tingkat masyarakat lokal. Data from Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia
tahun 2024 turun menjadi 3,85 dari tahun sebelumnya sebesar 3,92 (Badan
Pusat Statistik, 2024). Ketiga indikator tersebut, yaitu persoalan korupsi yang
belum tuntas, stagnasi indeks global, serta penurunan perilaku antikorupsi,
merupakan peringatan serius bahwa tata kelola pemerintahan sedang
menghadapi krisis integritas.

Kompleksitas krisis ini tidak terlepas dari paradoks sejarah reformasi
birokrasi di Indonesia. Berjalannya reformasi pasca 1998 yang diharapkan
membawa angin segar perubahan justru memunculkan residu masalah baru.
Semangat desentralisasi yang diusung melalui Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah seakan membuka "kotak
pandora,” di mana praktik rasuah yang dulunya terpusat di ibu kota kini
menyebar ke level lokal (desentralisasi korupsi). Fenomena ini terkonfirmasi
secara tragis melalui rentetan penangkapan kepala daerah oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua dekade terakhir (Alfaqi et al.,
2017).

Situasi ini kian pelik ketika kepercayaan publik terhadap upaya
pemberantasan korupsi mengalami ujian berat dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan ini dinilai oleh puluhan pusat
kajian antikorupsi sebagai langkah mundur yang secara institusional
melemahkan daya gedor KPK dalam menindak para koruptor. Hal tersebut
bukan tanpa dasar; revisi UU a quo dianggap secara sistematis telah
mengebiri lembaga antirasuah dengan menempatkannya ke dalam rumpun
kekuasaan eksekutif yang rentan intervensi. Lebih jauh, hadirnya mekanisme
izin penyadapan yang birokratis melalui Dewan Pengawas serta dibukanya
celah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dinilai
ibarat melucuti senjata utama KPK di medan perang. Akibatnya, lembaga
yang dulunya ditakuti karena ketajamannya kini berisiko tumpul dan
terjebak dalam labirin prosedur yang justru menguntungkan para koruptor
(Universitas Gadjah Mada, 2019).

Dampak dari pelumpuhan instrumen penindakan ini pun seketika
menyeruak ke jantung kekuasaan. Kurang dari satu tahun pasca-revisi UU
KPK disahkan, publik disentak oleh dua mega-skandal yang melibatkan
pejabat tinggi negara pada awal 2020. Edhy Prabowo, yang kala itu menjabat
Menteri Kelautan dan Perikanan, terjerat pusaran rasuah ekspor benih
lobster yang merugikan keuangan negara hingga Rp900 miliar. Ironi yang
lebih menyayat hati terjadi ketika Menteri Sosial, Juliari Batubara, justru
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Dinamika Pengaturan Desa dan Dampak Implementasi

Analisis Sejarah Hukum dan Politik Hukum UU Desa serta

Implikasinya terhadap Tata Kelola Desa

“Menelaah lintasan pengaturan desa bukan sekadar mencatat perubahan
pasal, melainkan merefleksikan transformasi kebijakan yang berkelindan
dengan dinamika politik hukum dalam menempatkan desa di dalam sistem
ketatanegaraan. Sejatinya, hukum tidak lahir dari ruang hampa; ia senantiasa
bernapas dalam dialektika kepentingan yang pasang surut, di mana setiap
teks regulasi merupakan kristalisasi dari konfigurasi politik kekuasaan.
Setiap perubahan membawa konsekuensi logis yang fundamental terhadap
orientasi, efektivitas, dan wajah tata kelola pemerintahan desa dalam
menjalankan kedaulatannya.”

Dinamika pengaturan dan politik hukum di balik pengesahan UU
tentang desa adalah isu yang tidak pernah tuntas untuk diperbincangkan.
Bagaimana tidak, dalam diskursus ketatanegaraan, desa kerap dimaknai
sebagai "miniatur Indonesia," yakni sebagai sebuah panggung politik paling
dasar yang bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat. Ia
menjadi wadah bagi partisipasi autentik, tempat di mana cita-cita
pembangunan dan pemerintahan menemui wujud nyatanya (Jurusan Ilmu
Pemerintahan FISIP UGM, 2001). Sejatinya, desa bukanlah sekadar entitas
administratif dalam hierarki ketatanegaraan, melainkan sebuah kesatuan
masyarakat hukum yang eksistensinya telah berdenyut jauh sebelum
republik ini diproklamasikan. Sebagai entitas yang berakar pada sejarah
panjang, desa memiliki kewenangan yang bersifat orisinal dan komprehensif,
sebuah bentuk kemandirian yang lahir dari adat istiadat serta tatanan hukum
internalnya sendiri (Widjaja, 2008). Bahkan Bagir Manan menyebut bahwa
pemerintahan desa ialah suatu kesatuan pemerintahan yang demokratis,
yang dapat menjadi model pengembangan demokrasi permusyawaratan,
kolektivitas kekeluargaan, dan berbagai dimensi kearifan lokal lainnya
(Manan, 2002).

Secara historis, keberadaan desa telah memantik pemikiran mendalam
bagi founding fathers dalam sidang BPUPKI. Tokoh-tokoh seperti Soepomo
dan M. Yamin dengan jernih melihat desa sebagai embrio serta fundamen
filosofis bagi rancang bangun kebangsaan Indonesia (Huda, 2015). Eksistensi
historis tersebut menemukan legitimasi konstitusionalnya dalam rumusan
Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen), yang menggariskan bahwa
pembagian daerah di Indonesia harus senantiasa memandang prinsip
permusyawaratan serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat
istimewa. Meskipun Indonesia dikonstruksikan sebagai sebuah negara
kesatuan (eenheidsstaat), konstitusi memberikan ruang pengakuan terhadap
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kesatuan masyarakat hukum (streek dan locale rechtsgemeenschappen) yang
telah ada sebelum negara ini berdiri (Alrasid, 2004). Hal ini menegaskan
bahwa desa bukan sekadar unit administrasi yang diciptakan oleh negara,
melainkan entitas mandiri yang memiliki kedaulatan internal berdasarkan
akar kesejarahannya sendiri.

Lebih jauh, pengakuan terhadap hak asal-usul ini merepresentasikan
penghormatan negara terhadap susunan asli pemerintahan yang hidup di
tengah rakyat, seperti Zelfbesturende Landschappen dan
Volksgemeenschappen. Sebagaimana ditegaskan oleh Bagir Manan (1994),
meskipun entitas-entitas tersebut pernah bersinggungan dengan regulasi
kolonial melalui Regeeringsreglement 1854, jati dirinya tetaplah sebuah
pemerintahan asli ciptaan bumiputra yang dijalankan berdasarkan hukum
adat, bukan sekadar konstruksi yuridis yang diciptakan oleh penguasa
kolonial (Alamsyah, 2011). Sayangnya, di tengah fondasi historis yang begitu
kuat tersebut, komitmen negara terhadap kedaulatan desa sering kali
mengalami pasang surut yang dramatis seiring dengan perubahan rezim
kekuasaan. Pasang surut ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan dalam
pengambilan sebuah kebijakan yang berimplikasi pada konfigurasi hukum
yang dihasilkan (Satriawan, 2013).

Ketidakpastian ini semakin dipertegas oleh fakta bahwa meski Pasal
18B ayat (2) UUD NRI 1945 secara konstitusional telah memandatkan
pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, realitas menunjukkan adanya
inkonsistensi yang nyata. Transformasi normatif pengaturan desa dalam
lintasan sejarah hukum Indonesia, mulai dari UU 22/1948, UU 1/1957, UU
19/1965, UU 5/1979, UU 22/1999, UU 32/2004, UU 6/2014, hingga UU
3/2024 mencerminkan fenomena di mana kedudukan desa sering Kkali
terkooptasi oleh kepentingan politik praktis, sehingga substansi
pengaturannya cenderung mengikuti arah konfigurasi politik dan kebutuhan
legitimasi rezim yang berkuasa (Timotius, 2018). Setiap pergantian rezim
cenderung membawa manuver politik yang memaksa aturan desa untuk
disesuaikan, yang terkadang justru mengikis otonomi asli desa demi
kepentingan sentralistik. Adanya diskrepansi antara norma konstitusional
dengan implementasi kebijakan di lapangan inilah yang menjadi titik
determinan mengenai pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap
sejarah hukum dan politik hukum desa. Dinamika regulasi yang fluktuatif
tersebut pada akhirnya tidak sekadar mengubah tatanan normatif, melainkan
membawa implikasi fundamental terhadap orientasi dan efektivitas tata
kelola pemerintahan desa.
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Pendahuluan

Pemerintahan desa di Indonesia memperoleh landasan konstitusional yang
jelas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang
kemudian diperkuat dengan amandemen melalui UU Nomor 3 Tahun 2024
sebagai bagian dari kerangka desentralisasi dan demokrasi lokal, sehingga
desa tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif tetapi juga memiliki
keleluasaan dalam menentukan arah pembangunan dan pengaturan
urusannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan pemberdayaan
Masyarakat (Junaedi, 2023).

Undang-undang Desa menetapkan bahwa desa merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah serta kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati secara hukum,
menjadik annya entitas pemerintahan paling dasar pemerintah Indonesia
dengan legitimasi hukum yang kuat. Dengan adanya ketentuan dalam UU
Desa, tata kelola pemerintahan desa diarahkan pada pelaksanaan prinsip
good governance yang mencakup aspek transparansi, partisipasi publik,
akuntabilitas, responsivitas, serta supremasi hukum dalam pengambilan
keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari.
Implementasi prinsip good governance dalam konteks desa bertujuan
menghindari praktik birokrasi yang tertutup dan meningkatkan keterlibatan
warga dalam menentukan prioritas pembangunan yang mereka anggap
paling mendesak, serta menjadikan pemerintah desa sebagai motor
pemberdayaan Masyarakat (Putra & Fadilah, 2023).

Partisipasi masyarakat dalam dinamika pemerintahan desa bukan
sekadar prosedural tetapi strategis karena keterlibatan warga memberikan
legitimasi lebih luas terhadap perencanaan anggaran, pelaksanaan program,
dan evaluasi kebijakan desa yang dilakukan oleh perangkat desa bersama
lembaga perwakilan masyarakat desa. Meskipun UU Desa telah memberikan
ruang partisipatif, tingkat keterlibatan masyarakat sering berada pada level
tokenisme, di mana aspirasi masyarakat hadir dalam forum tetapi belum
terkonversi secara efektif menjadi kebijakan yang konkret dalam dokumen
perencanaan desa atau implementasi kegiatan Pembangunan (Hidayat &
Wijayanti, 2025). Hal ini mencerminkan tantangan dalam tata kelola desa
yang perlu dikelola melalui pembinaan kapasitas kelembagaan dan advokasi
partisipasi yang lebih terstruktur agar tidak hanya memenuhi kewajiban
formal tetapi benar-benar mendukung pembangunan yang inklusif.

Proses tata kelola desa juga diwarnai oleh dinamika hubungan antara
kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
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sebagai lembaga perwakilan yang memiliki fungsi pengawasan dan legislasi
lokal, sehingga sinergi antar lembaga ini menjadi kunci keberhasilan
pengelolaan desa yang demokratis dan berkelanjutan. Sinergi yang baik akan
memperkuat fungsi pemerintahan desa dalam merancang kebijakan lokal
yang responsif terhadap kebutuhan warga sekaligus menjaga akuntabilitas
dalam implementasi anggaran serta pelayanan publik yang berkualitas di
tingkat desa. Sejalan dengan prinsip ini, UU Desa juga mendorong
pengembangan kelembagaan desa yang adaptif, kreatif, serta mampu
menjawab tantangan sosial ekonomi lokal tanpa mengabaikan prinsip
keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Struktur Kelembagaan Desa

Struktur kelembagaan pemerintahan desa terdiri atas beberapa unsur yang
diatur secara sistematis dalam perundang-undangan, terutama UU Desa,
dengan tujuan menjamin keteraturan pemerintahan desa dan pembagian
fungsi yang jelas antara lembaga eksekutif dan legislatif desa, sehingga setiap
lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam tata kelola
pemerintahan lokal. Unsur utama dalam struktur pemerintahan desa adalah
Kepala Desa, yang berperan sebagai pemimpin eksekutif pemerintahan desa,
bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan, mengimplementasikan
kebijakan publik, mengkoordinasikan layanan dasar publik, serta memimpin
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Arif, 2016).

Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, yang meliputi Sekretaris Desa
serta kepala urusan atau seksi yang menangani fungsi pemerintahan,
kesejahteraan masyarakat, pelayanan administrasi, dan pemberdayaan
masyarakat; peran mereka sangat penting karena mereka bertanggung jawab
mengoperasionalkan kebijakan dan program yang telah dirumuskan
bersama dalam forum desa.

Perangkat desa dipilih melalui mekanisme seleksi yang harus memenuhi
prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kompetensi, sehingga aparatur desa
yang terpilih tidak hanya legitim secara hukum tetapi juga memiliki
kompetensi yang sesuai untuk menjalankan tugas administratif dan
pelayanan publik. Salah satu studi empiris menunjukkan bahwa mekanisme
seleksi perangkat desa dapat berkontribusi terhadap good governance di desa
apabila proses tersebut dijalankan secara transparan dan berbasis kualitas
calon, sebab seleksi yang berkualitas akan menghadirkan perangkat desa
yang mampu mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif dan
responsive (Priyanto, 2025). Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
berperan sebagai lembaga representatif masyarakat yang memiliki fungsi
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legislasi lokal, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, serta
penyampaian aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan dan evaluasi
kebijakan desa.

Tabel 22.1 : Struktur Kelembagaan Desa

Unsur Peran.
Kelemba Keduduk Komponen | Fungsi Utama Strategis
gaan an dalam Tata
Kelola Desa
Pemerinta | Unsur Kepala Desa | Menyelenggarak | Menggerakkan
h Desa penyeleng | dan an seluruh proses
gara Perangkat pemerintahan, pemerintahan
pemerinta | Desa pembangunan, desa,
han desa pembinaan menetapkan
kemasyarakatan, | dan
dan melaksanakan
pemberdayaan kebijakan desa
masyarakat
Kepala Pimpinan | Dipilih Memimpin Penentu arah
Desa eksekutif | langsung penyelenggaraan | kebijakan desa
desa oleh pemerintahan dan
masyarakat | desa, mengelola | representasi
desa keuangan  dan | resmidesa
aset desa,
menetapkan
peraturan desa
bersama BPD
Perangkat | Unsur Sekretaris Administrasi Menjamin
Desa pembantu | Desa, pemerintahan, kebijakan desa
Kepala Kepala pengelolaan terlaksana
Desa Urusan, keuangan, secara teknis
Kepala pelayanan dan
Seksi, unsur | publik, dan | administratif
kewilayaha | pelaksanaan
n program desa
Badan Lembaga Ketua, wakil | Membahas dan | Menjaga
Pemusya perwakilan | ketua, menyepakati keseimbangan
waratan masyarakat| sekretaris, peraturan desa, | kekuasaan dan
Desa desa dan anggota | menyalurkan mewakili
aspirasi, kepentingan
melakukan warga
pengawasan
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Produk Hukum Pemerintah Desa

Pendahuluan

Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang tidak hanya
administratif tetapi juga normatif dalam struktur ketatanegaraan nasional.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(selanjutnya disebut UU Desa), desa diberikan ruang otonomi yang lebih luas
untuk mengatur dan mengurus Kkepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa sendiri, hak asal-usul, dan/atau adat istiadat yang
diakui dalam sistem pemerintahan nasional (Simamora et al.,, 2019). Produk
hukum yang lahir di tingkat desa seperti Peraturan Desa, Peraturan Bersama
Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa berfungsi sebagai instrumen legal
untuk menjalankan pemerintahan desa, mengatur pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki desa sebagai bagian dari otonomi lokal (Mar’ah et
al., 2022).

Namun, meskipun mempunyai landasan normatif yang jelas, tantangan
dalam pembentukan dan implementasi produk hukum desa masih menjadi
isu sentral dalam praktik pemerintahan desa. Kualitas produk hukum desa
sering dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dan pemahaman badan
permusyawaratan desa (BPD) terhadap proses pembentukan peraturan,
yang pada gilirannya memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan
desa dalam konteks pemerintahan yang demokratis dan partisipatif
(Haryanti & Irman, 2023). Dalam kerangka hukum tata negara, pemahaman
terhadap mekanisme hukum desa dan relevansinya dengan prinsip negara
hukum serta desentralisasi menjadi penting untuk memastikan bahwa
produk hukum desa tidak semata sekadar formalitas, tetapi mampu
memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi penyelenggaraan
pemerintahan serta pembangunan di tingkat terendah negara.

Kedudukannya dalam Hierarki Peraturan Perundang-

Undangan

Dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan desa tidak
ditempatkan secara tegas dalam susunan hierarki utama yang tercantum
dalam Pasal 7 ayat (1). Kendati demikian, secara normatif yuridis, eksistensi
peraturan desa tetap memperoleh pengakuan hukum melalui ketentuan
Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011.

Alip Dian Pratama




Produk Hukum Pemerintah Desa

Pasal tersebut menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-
undangan di luar yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup
peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau sebutan lain yang setara,
yang dikenal sebagai peraturan desa. Ketentuan ini menegaskan bahwa
peraturan desa merupakan bagian dari norma hukum tertulis yang memiliki
daya ikat, meskipun kedudukannya berada di bawah Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan
(Asshiddigie, 2006a).

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan
bahwa peraturan desa memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang
pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan yang sah. Pengaturan tersebut
kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, yang menetapkan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang
dibentuk secara bersama oleh Kepala Desa dan BPD (Asshiddiqie, 2005).

Secara normatif, peraturan desa wajib disusun selaras dengan sistem
peraturan perundang-undangan nasional dan tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi, yang secara berjenjang meliputi Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR,
Undang-Undang/Peraturan = Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, serta
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, peraturan desa
berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan kewenangan desa dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Natabaya, 2008).

Dalam praktik ketatanegaraan, meskipun peraturan desa tidak secara
eksplisit dimasukkan ke dalam hierarki utama Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12
Tahun 2011, pengakuannya dalam Pasal 8 ayat (1) secara sistematis
menempatkan peraturan desa pada lapisan terbawah dalam tata urutan
peraturan perundang-undangan nasional, yakni di bawah Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

Sebagai produk hukum yang dibentuk oleh Kepala Desa bersama BPD,
peraturan desa memiliki karakter sebagai norma yang bersifat mengatur
(regeling) dan termasuk dalam kategori legislasi desa yang wajib
diundangkan dalam Lembaran Desa atau Berita Desa agar memiliki kekuatan
hukum mengikat. Dengan demikian, peraturan desa dapat dipahami sebagai
peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, yang ditujukan untuk
mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa serta kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan kewenangan yang dimiliki desa (Alip Dian

Pratama, 2020).
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Pendahuluan

Otonomi desa merupakan tonggak penting dalam sejarah reformasi
administrasi publik di Indonesia. Ia bukan sekadar jargon politis, tetapi
konsekuensi nyata dari upaya negara untuk mendesentralisasikan
kewenangan pemerintahan, memperkuat daya guna masyarakat lokal, dan
menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan
rakyat desa. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, pemerintah Republik Indonesia secara tegas mengakui desa
sebagai entitas hukum publik yang memiliki kapasitas mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Cahyana & Suprasto, 2023). Bentuk
pengakuan hukum ini membuka ruang bagi desa untuk bertransformasi dari
pengelola urusan administratif menjadi subjek pembangunan yang mandiri,
demokratis, serta berorientasi pada kesejahteraan komunitasnya sendiri,
tidak semata sebagai objek kebijakan pemerintah pusat atau daerah.

Kehadiran otonomi desa dilatarbelakangi oleh kritik panjang terhadap
model pembangunan top-down yang selama puluhan tahun menjadikan desa
sebagai penerima program yang dirancang jauh dari realitas kehidupan
mereka. Hal ini berimplikasi pada rendahnya relevansi kebijakan terhadap
kebutuhan lokal, lemahnya partisipasi warga dalam penentuan kebijakan
publik, serta keterbatasan desa dalam mengoptimalkan potensi sumber daya
setempat. Paradigma baru ini menyadarkan bahwa desa bukan hanya unit
administratif, tetapi komunitas sosial berkepentingan yang memiliki
pengetahuan lokal, budaya politik, dan prioritas pembangunan yang khas.
Dengan demikian, pengakuan otonomi desa menjadi upaya untuk
memulihkan posisi desa dalam arsitektur pembangunan nasional, sekaligus
memperbaiki relasi negara-warga yang selama ini sering timpang (Savitri et
al, 2019).

Dalam kerangka otonomi tersebut, dana desa muncul sebagai instrumen
fiskal strategis untuk memperkuat kapasitas desa menjalankan fungsinya.
Dana desa bukan sekadar rubrik anggaran dalam APBN, tetapi simbol
komitmen negara untuk menyeimbangkan peluang pembangunan antara
desa dan kota, serta untuk menyentuh wilayah-wilayah yang selama ini
tertinggal dalam indikator kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini
mencerminkan prinsip desentralisasi fiskal yang bertujuan mengurangi
ketimpangan pembangunan melalui transfer anggaran yang lebih langsung
kepada desa, sekaligus mendorong desa untuk mengambil peran aktif dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggarannya. Dalam
banyak studi tentang otonomi fiskal, termasuk kajian tentang village fiskal
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transfers, penekanan ditempatkan pada pentingnya alokasi dana desa yang
tidak hanya adil tetapi juga efektif dalam memperluas ruang keputusan desa
atas kebutuhannya sendiri (Jayadi et al.,, 2021).

Sejatinya, otonomi desa membangun suatu ekosistem pemerintahan
lokal yang bersifat deliberatif dan responsif. Musyawarah desa bukan lagi
ritual formal semata, tetapi arena di mana warga, lembaga desa, serta
berbagai pemangku kepentingan terlibat secara aktif dalam menyusun
prioritas pembangunan, termasuk penggunaan dana desa (Islamy & Andriani,
2022). Proses ini mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif yang
memberi suara kepada mereka yang paling memahami realitas lokal, yakni
warga desa sendiri. Kunci keberhasilan model ini terletak pada bagaimana
desa mampu merumuskan kebijakan publik yang tidak hanya sah secara
hukum, tetapi juga berakar kuat pada kebutuhan dan potensi lokal, serta
mampu diuji secara transparan melalui mekanisme akuntabilitas internal
dan eksternal.

Otonomi desa bukan tanpa tantangan. Implementasinya sering
dihadapkan pada hambatan struktural seperti kapabilitas aparatur desa yang
belum merata, resistensi birokrasi lokal di tingkat kabupaten, serta dominasi
elit lokal yang berpotensi menggerus semangat partisipasi masyarakat.
Tantangan ini memunculkan fenomena yang oleh beberapa peneliti disebut
sebagai pseudo-otonomi, yaitu situasi di mana kerangka normatif otonomi
desa telah ada, tetapi realisasi di tingkat lokal masih jauh dari cita-cita
otonomi yang sejati. Pemerintah daerah, dalam banyak kasus, masih terlalu
dominan dalam mengontrol keputusan strategis desa, sehingga otonomi
fiskal hanya terwujud secara formal, bukan substansial.

Tantangan lain yang kerap muncul adalah masalah transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Meskipun secara hukum desa
diwajibkan untuk menyusun laporan, banyak penelitian empiris
menunjukkan bahwa praktik pelaporan sering kali kurang memadai dan
tidak sepenuhnya mencerminkan realisasi penggunaan dana secara faktual.
Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik, serta
terbatasnya kapasitas masyarakat untuk menjalankan fungsi kontrol sosial
secara efektif. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa otonomi desa harus
diperlakukan sebagai proses yang dinamis, di mana pembelajaran
institusional dan peningkatan kapasitas aparatur serta warga desa menjadi
agenda penting dalam jangka panjang (Kholik, 2023).

Pembahasan atau temu di lapangan terhadap implementasi otonomi
desa juga menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat yang tinggi,
tujuan pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik desa sulit tercapai secara

Muchammad Daing Azimattara




Otonomi Desa dalam Peng; dan Peng; Dana Desa
(Sumber, Prioritas Penggunaan, Akuntabilitas, dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa)

Daftar Pustaka

Al Ashar, B., & Rosnawati, E. (2025). Optimizing Village Fund Management
through Local Government Authority. Indonesian Journal of Public Policy
Review, 26(3). https://doi.org/10.21070/ijppr.v26i3.1454

Ashsifa, I, Hidayanti, A. N., & Mulyani, U. R. (2023). The Effectiveness of Village
Fund Management: Accountability, Transparency, and Community
Participation. Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, 8(1), 107-121.
https://doi.org/10.31002/rep.v8i1.946

Aziz, A. (2021). Village Autonomy and Fiskal Decentralization. Jurnal Politik
dan Pemerintahan Desa, 5(1). https://doi.org/10.22146/jppd.58541

Baiena, L., Hariyanti, D., & Usmany, P. (2024). Financial Supervision and
Village  Government  Performance. —Management Studies and
Entrepreneurship Journal, 5(2), 5179.
https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.5179

Bebbington, A, et al. (2008). Institutional Pathways and Rural Development.
World Development, 36(10), 1724-1739.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.10.013

Cahyana, P. G., & Suprasto, H. B. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
E-Jurnal Akuntansi, 33(2), 19.
https://doi.org/10.24843/E]A.2023.v33.i02.p19

Dauhi, K., Tohopi, R, Prihatini, F., & Badjuka, A. H. (2023). Accountability in
Village Fund Management. Abdurrauf, Science and Society, 2(1), 410.
https://doi.org/10.70742 /asoc.v2i1.410

Dewi, N. S. K. E. S, et al. (2024). Accountability of Village Funds through
Competence and SISKEUDES. Journal of Contemporary Accounting, 7(3),
209-225. https://doi.org/10.20885 /jca.vol7.iss 3. art5

Dharmawati, T., Akib, M., & Yusuf, S. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa. Cross-Border Journal of  Islamic Studies, 3(1).
https://doi.org/10.37567/cbjis.v3il1.722

Edri, O., Yusrawati, Y., & Siska, S. (2022). Village Fund Accountability and
Community Welfare. Journal of Islamic Finance and Accounting Research,
4(2). https://doi.org/10.25299 /jafar.2022.10281

Fauzi, A., & Prasetyo, B. (2020). Internal Control System in Village Finance.
Jurnal Akuntansi Publik, 9(1). https://doi.org/10.14414 /jap.v9i1.1967

Freitas, A. C., & da Costa, H. (2023). Enhancing Community Welfare through
Village Fund Management. Law and Economics Journal, 16(1), 49.

Muchammad Daing Azimattara



https://doi.org/10.21070/ijppr.v26i3.1454
https://doi.org/10.31002/rep.v8i1.946
https://doi.org/10.22146/jppd.58541
https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.5179
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.10.013
https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i02.p19
https://doi.org/10.70742/asoc.v2i1.410
https://doi.org/10.25299/jafar.2022.10281
https://doi.org/10.14414/jap.v9i1.1967

Otonomi Desa dalam Peng: Peng dan Peng: Dana Desa
(Sumber, Prioritas Penggunaan, Akuntabilitas, dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa)

https://doi.org/10.35335/laweco.v16i1.49

Hafiz, A. Eriyanti, F., & Fahmi, M. (2024). Village Fund Governance and
Community Empowerment. Al-Kharaj Journal, 6(2).
https://doi.org/10.24252 /alkharaj.v6i2.8881

Haryanto, S. (2018). Decentralization and Village Governance. Journal of
Indonesian Governance, 10(2). https://doi.org/10.22146/]ig.38921

Islamy, L. O, & Andriani, R. (2022). Collaborative Governance Process of
Village Fund Management. Jurnal Administrasi Negara, 28(1).
https://doi.org/10.33509/jan.v28i1.1678

Istifazhuddin, A. H., & Mardiyanta, A. (2025). Evaluation of the
Implementation of the Village Fund Allocation Policy. Journal of Economic
Resilience and Sustainable Development, 2(1).
https://doi.org/10.61511/ersud.v2i1.2025.1779

Jayadi, ]J., Setiawati, S., & Sutarti, S. (2023). Village Officials, Community
Participation, and Accountability of Village Fund Management. Jurnal
[Imiah Manajemen Kesatuan, 13(1), 367-398.
https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i1.3091

Junaidi, ], & Adnan, M. (2024). APBDes Transparency and Public
Accountability. Journal of Indonesian Economic Education, 5(1).
https://doi.org/10.24036/jiee.v5i1.103

Kholik, K. (2023). Sistem Pengawasan Dana Desa. Jurnal Kolaboratif Sains,
7(12), 6769. https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6769

Khusna, L. S., & Adiwijaya, Z. A. (2024). Digitalisasi dan Pengawasan Keuangan
Desa. Journal of Finance and Accounting Studies, 6(3), 165-177.
https://doi.org/10.33752/jfas.v6i3.8680

Kurniawati, E., & Lestari, R. (2020). Village Fund Misuse and Legal
Consequences.  Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27(3).
https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss 3. art5

Lamba, A., & Arung, L. (2023). Village Funds and Rural Economic Acceleration.
Apollo  Journal of Tourism and Business, 3(2), 455.
https://doi.org/10.58905 /apollo.v3i2.455

Lewis, B. D. (2015). Decentralization and Local Governance in Indonesia.
World Development, 59, 213-228.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.015

Luthfi, A, et al. (2017). Community Participation in Village Fund Supervision.
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal, 4(2).

Muchammad Daing Azimattara



https://doi.org/10.35335/laweco.v16i1.49
https://doi.org/10.24252/alkharaj.v6i2.8881
https://doi.org/10.22146/jig.38921
https://doi.org/10.33509/jan.v28i1.1678
https://doi.org/10.61511/ersud.v2i1.2025.1779
https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i1.3091
https://doi.org/10.24036/jiee.v5i1.103
https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6769
https://doi.org/10.33752/jfas.v6i3.8680
https://doi.org/10.58905/apollo.v3i2.455
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.015

Otonomi Desa dalam Peng; dan Peng; Dana Desa
(Sumber, Prioritas Penggunaan, Akuntabilitas, dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa)

https://doi.org/10.24198/jppl.v4i2.13489

Mardiasmo. (2018). Public Sector Accountability and Decentralization. Journal
of Public Finance, 15(2). https://doi.org/10.21070/jpf.v15i2.1483

Nugroho, I. P., & Mulyani, M. (2022). Pengawasan Dana Desa dalam Upaya
Pencegahan Korupsi. Jurnal Hukum Berkeadaban, 1(2), 114.
https://doi.org/10.71094/jhb.v1i2.114

Nurmala, R., Sudarma, A., & Martaseli, E. (2023). Analisis Akuntabilitas dan
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Akuntansi 45, 4(2), 1329.
https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1329

Perdana, F. O, et al. (2023). Village Financial Management and Rural
Development. Jurnal Administrasi Publik Desa, 2(1).
https://doi.org/10.5281 /zenodo.7643210

Prabowo, H. Y. (2019). Corruption Risks in Village Fund Management. Journal
of Financial Crime, 26(2). https://doi.org/10.1108/]JFC-06-2018-0063

Putra, R. E., & Pratiwi, D. (2020). Transparency of Village Budget Management.
Public Administration Journal, 12(3).
https://doi.org/10.26858/publikan.v12i3.13928

Rohman, A. (2019). Public Participation in Rural Budget Oversight. Jurnal
Demokrasi Lokal, 7(2). https://doi.org/10.24269/jdl.v7i2.2214

Santoso, L. (2021). Legal Accountability of Village Heads. Jurnal Hukum dan
Pembangunan, 51(1). https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.n01.2854

Sari, M., & Kurniawan, T. (2019). Village Fund Governance and Anti-Corruption
Strategy. Jurnal Anti Korupsi, 3(1).
https://doi.org/10.32697 /jak.v3i1.612

Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2019). Accountability of Village Funds
Management.  Jurnal  Aplikasi  Manajemen, 17(3), 515-521.
https://doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.03.16

Suryani, A. (2022). The Accountability of Village Funds to Improve the
Effectiveness of Village Programs. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan
Pembangunan Daerah, 10(2), 119-130.
https://doi.org/10.22437 /ppd.v10i2.15630

Tanete, A. S. (2024). Village Fund Management: Accountability, Transparency,
Community Participation. Financial and Accounting Indonesian Research,
4(1), 50-63. https://doi.org/10.36232 /fair.v4i1.1353

Warokka, A., Warokka, V., & Aqmar, A. Z. (2024). Governance Challenges of

Muchammad Daing Azimattara



https://doi.org/10.24198/jppl.v4i2.13489
https://doi.org/10.21070/jpf.v15i2.1483
https://doi.org/10.71094/jhb.v1i2.114
https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1329
https://doi.org/10.5281/zenodo.7643210
https://doi.org/10.1108/JFC-06-2018-0063
https://doi.org/10.26858/publikan.v12i3.13928
https://doi.org/10.24269/jdl.v7i2.2214
https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2854
https://doi.org/10.32697/jak.v3i1.612
https://doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.03.16
https://doi.org/10.22437/ppd.v10i2.15630
https://doi.org/10.36232/fair.v4i1.1353

Otonomi Desa dalam Peng: Peng dan Peng: Dana Desa
(Sumber, Prioritas Penggunaan, Akuntabilitas, dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa)

Village Fund Management. Journal of Risk and Financial Management,
18(11), 603. https://doi.org/10.3390/jrfm18110603

Widodo, ]. (2018). Good governance in Village Administration. Jurnal
Administrasi Negara, 24(3). https://doi.org/10.33509 /jan.v24i3.921

Yudastio, Y., & Azriya, N. (2023). Accountability, Transparency, and
Participation in Village Fund Management. Jurnal Sains Sosio Humaniora,
6(1). https://doi.org/10.22437 /jssh.v6i1.19873

Zaki, A. N., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana

Desa Perspektif Teori Keagenan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(1).
https://doi.org/10.33633 /jekobs.v2i1.7523

Muchammad Daing Azimattara

501


https://doi.org/10.3390/jrfm18110603
https://doi.org/10.33509/jan.v24i3.921
https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19873
https://doi.org/10.33633/jekobs.v2i1.7523

Otonomi Desa dalam Peng; dan Peng: Dana Desa
(Sumber, Prioritas Penggunaan, Akuntabilitas, dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa)

PROFIL PENULIS

Muchammad Daing Azimattara,
S.H,,M.H.

Penulis merupakan akademisi muda di
bidang hukum tata negara yang saat ini
mengabdikan diri sebagai dosen pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Memulai karier dengan menyelesaikan
program Sarjana Ilmu Hukum di
Universitas Lampung sebagai tempat awal
untuk meneguhkan minat terhadap
dinamika  konstitusional dan problematika ketatanegaraan
kontemporer. Kemudian, melanjutkan pendidikan Magister Hukum di
Universitas Diponegoro dengan fokus pada pembaruan hukum
nasional, Hukum Ketatanegaraan, serta penguatan prinsip-prinsip
demokrasi konstitusi. Aktif dalam organisasi Asosiasi Pengajar
Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).
Dalam organisasi ini, aktif dalam berbagai diskursus akademik,
pengembangan riset, serta forum-forum keilmuan yang berorientasi
pada penguatan wacana ketatanegaraan di Indonesia. Bidang kajian
penulis berfokus pada isu-isu fundamental ketatanegaraan, seperti
sistem pemerintahan presidensial, desain kelembagaan negara,
perkembangan hukum pemilu, pergeseran relasi pusat-daerah, serta
transformasi hak dan kewajiban konstitusional warga negara. Penulis
juga aktif di bidang olahraga seperti softball/baseball, padel,
sepakbola, dan futsal serta sering terlibat dalam kegiatan pengabdian
masyarakat, terutama yang berorientasi pada peningkatan kesadaran
konstitusional dan literasi hukum di kalangan pelajar dan masyarakat
umum. Baginya, ilmu hukum tidak berhenti pada ruang kelas dan
jurnal ilmiah, tetapi harus hadir secara nyata dalam kehidupan
bernegara melalui edukasi, pemberdayaan, dan dialog publik.

Kontak Penulis:

IG: Aiing26

Email: muchammaddaingazimattara@fh.unsri.ac.id

Muchammad Daing Azimattara



mailto:muchammaddaingazimattara@fh.unsri.ac.id

BAB 25
STRATEGI REFORMASI

HUKUM PENGUATAN
PEMERINTAHAN LOKAL:

REKOMENDASI REFORMASI
HUKUM, BEST PRACTICES
INTERNASIONAL, DAN
AGENDA PENELITIAN

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
Universitas Sriwijaya




Strategi Reformasi Hukum Penguatan Pemerintahan Lokal:
Rekomendasi Reformasi Hukum, Best Practices Internasional, dan Agenda Penelitian

Redesain Konstitusional Jaminan Otonomi: Menuju

Proteksi Rigid dalam UUD 1945

Doktrin open texture dan open legal policy dalam Pasal 18 UUD 1945 saat ini
perlu dievaluasi apakah masih memadai untuk melindungi otonomi daerah.
Rekomendasi difokuskan pada perlunya standarisasi konstitusional yang
lebih rigid agar pembentuk UU tidak memiliki "cek kosong" dalam menarik
kewenangan daerah ke pusat. Model open texture berpotensi “resentralisasi
konstitusional” dalam kebijakan hukum terbuka. Pertanyaan ini menyatukan
dua hal: (1) open texture sebagai sifat konseptual hukum yang selalu agak
kabur, dan (2) kebijakan hukum terbuka (open legal policy) MK/MA serta
dampaknya terhadap otonomi daerah.

Secara teori, open texture (Hart) adalah keniscayaan bahasa hukum:
selalu ada “penumbra” kasus abu-abu yang butuh tafsir, dan keterbukaan ini
justru penting untuk demokrasi dan rule of law karena memungkinkan
kontestasi dan evolusi makna hukum (Lanamaéaki et al., 2025; Fauzani &
Rohman, 2020; Zeifert, 2020; Ogleznev, 2020). Keterbukaan ini sendiri netral
terhadap sentralisasi/desentralisasi; ia hanya membuka ruang tafsir.

Di Indonesia, open legal policy dimaknai MK sebagai wilayah
kebijaksanaan pembentuk UU selama konstitusi tidak mengatur rinci,
sehingga norma dianggap “pada prinsipnya konstitusional” dan diserahkan
ke legislator (Fauzani & Rohman, 2020; Wibowo, 2016). Penelitian
menunjukkan standar MK soal open legal policy kerap tidak konsisten dan
kurang jelas, sehingga memberi keleluasaan besar kepada pembentuk UU
(Fauzani & Rohman, 2020). Usulan rekonstruksi adalah penerapan doktrin
political question namun tetap disertai uji formal dan materiil agar diskresi
legislator tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan (Fauzani &
Rohman, 2020; Wibowo, 2016).

Dalam konteks otonomi daerah, ketidakjelasan norma konstitusional
soal Pasal 18 UUD 1945 mendorong DPR dan pemerintah pusat mengisi
makna secara sangat luas, sehingga politik hukum daerah cenderung
diperlakukan sebagai domain “open legal policy” dan membuka ruang
intervensi pusat (Mukhlis et al, 2025). Studi otonomi daerah juga
menunjukkan bahwa desain konstitusional dan undang-undang memberi
basis yuridis kuat bagi campur tangan pusat, meskipun teks mengakui
otonomi luas (Mukhlis et al,, 2025; Kaban & Ramadani, 2023; Deltanto et al,,
2024).
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Tabel 25.1: Ilustrasi Kebijakan yang Mendorong Resentralisasi

Konteks Temuan utama terkait Kaitan dengan
resentralisasi “keterbukaan”
Perpu Cipta | Terdapat tiga bentuk | Diargumentasikan
Kerja2/2022 | penarikan kewenangan ke | sebagai sejalan dengan
pusat (kesehatan, reposisi | Pasal 18, 18A, 18B
pemda sebagai “pembantu | UUD 1945; ruang tafsir

presiden”, sentralisasi | konstitusional dipakai
perizinan berusaha); dinilai | untuk  melegitimasi
mengancam keberhasilan | resentralisasi
otonomi daerah
Desain Norma uuD 1945 | Ambiguitas
konstitusional | memungkinkan intervensi | konstitusional
otonomi pusat yang luas meski secara | memberi ruang
daerah retoris menjanjikan otonomi | interpretasi pusat yang

luas; praktik menunjukkan | cenderung sentralistis
dominasi pusat berlanjut
MK dan open | Penyerahan isu ke domain | Memberi celah
legal policy kebijakan terbuka ketika MK | legislator/pusat untuk
menganggap pembentuk UU | mendorong desain
lebih berwenang; standar | lebih sentralistis tanpa
penilaian belum konsisten koreksi yudisial yang
kuat

Sumber: Maulidi, 2023; Mukhlis et al., 2025; Deltanto et al., 2024; Fauzani &

Rohman, 2020; Rishan, 2024; Wibowo, 2016

Analisis ekonomi-kuantitatif atas putusan Mahkamah Konstitusi Italia
menunjukkan kecenderungan sikap lebih sentralistik pengadilan setelah
gelombang resentralisasi pascakrisis, dengan penurunan signifikan
kemenangan daerah dalam sengketa kewenangan (Filippetti et al., 2024). Ini
menunjukkan bahwa ketika norma konstitusional dan tafsirnya longgar,
pengadilan dapat menjadi fasilitator resentralisasi, bukan penyeimbangnya.
Literatur-literatur tersebut menyiratkan bahwa model open texture dan
kebijakan hukum terbuka tidak secara otomatis resentralistis, tetapi dalam
konteks Indonesia terjadi ambiguitas konstitusional soal otonomi daerah dan
praktik MK yang sering menyerahkan isu ke “open legal policy” dengan
standar uji yang tidak tegas, secara faktual memberi ruang yang luas bagi
pembentuk UU dan pemerintah pusat untuk mendorong kebijakan
resentralisasi, seperti tampak pada Perpu Cipta Kerja, yang dinilai
mengancam kemandirian daerah (Fauzani & Rohman, 2020; Mukhlis et al.,
2025; Maulidi, 2023; Deltanto et al., 2024).
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Tidak ada rumusan eksplisit “essential core of autonomy” dalam UUD
1945, tetapi literatur memberi beberapa pegangan untuk membangun
doktrin tersebut secara konstitusional. Dari berbagai kajian, unsur yang
berulang sebagai hakikat otonomi adalah:

1. Kewenangan mengatur dan mengurus sendiri (self-regelen &
self-besturen) atas urusan rumah tangga daerah, bukan sekadar pelaksana
urusan pusat (Gea, 2024; Patoni et al., 2021; Prasetyo, 2021; Hasna et al.,
2024).

2. Kelembagaan perwakilan daerah yang dipilih langsung sebagai basis
legitimasi politik (kepala daerah & DPRD) (Gea, 2024; Patoni et al., 2021;
Prasetyo, 2021).

3. Kewenangan normatif membentuk Perda dalam rangka otonomi dan
tugas pembantuan (atributif dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945) (Hadi &
Michael, 2021; Permatasari et al., 2023).

4. Pengakuan kekhasan, keragaman, dan hak masyarakat adat sebagai
parameter esensial otonomi (Pasal 18A-18B) (Buana, 2022; Patoni et al,,
2021; Mendy, 2024).

Unsur-unsur ini dapat dikristalkan sebagai “inti otonomi” yang tidak
boleh dikosongkan oleh UU sektoral maupun UU Pemda tanpa melanggar
UUD (Patoni et al., 2021; Mendy, 2024; Hasna et al.,, 2024).

Studi komparatif menunjukkan bahwa jaminan otonomi yang kuat lahir
ketika konstitusi: (a) menempatkan asas otonomi luas, nyata, dan
bertanggung jawab dan hak mengatur kepentingan lokal sebagai prinsip
dasar, bukan sekadar delegasi ke UU (Mukhlis et al.,, 2025; Irianto, 2023;
Babaianu, 2023); (b) menegaskan secara eksplisit bahwa hak-hak dasar
otonomi daerah bersumber langsung dari konstitusi, bukan dari kehendak
pembentuk UU biasa (Babaianu, 2023; Kostromitchi, 2024); dan (c)
mewajibkan pemisahan tegas daftar urusan inti daerah (reserved to regions)
yang hanya dapat diubah lewat perubahan konstitusi atau prosedur legislatif
yang diperketat (Mukhlis etal.,, 2025; Shukla et al., 2025; Kostromitchi, 2024).
Model Moldova, misalnya, menempatkan otonomi lokal sebagai “prinsip
konstitusional fundamental” yang bersumber dari kehendak rakyat, bukan
sekadar kebijakan negara, sehingga membatasi intervensi legislatif biasa
(Babaianu, 2023).

Beberapa riset menekankan bahwa pengadilan konstitusi harus
mengoperasionalkan “inti otonomi” sebagai standar uji:

1. Membatalkan UU yang mengubah kepala daerah menjadi sekadar
“kepanjangan tangan pusat” karena bertentangan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya (Buana, 2022; Patoni et al., 2021; Mendy, 2024).
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PEMERINTAHAN

DAERAH DAN DESA

Tulisan ini dirancang untuk merefleksikan kedalaman intelektual dan visi transformatif yang
terkandung dalam setiap bab naskah.

Bagian I: Fundamen dan Evolusi Otonomi

Buku ini dibuka dengan eksplorasi mendalam terhadap asas dan prinsip otonomi daerah yang
termaktub dalam UUD NRI 1945. Penulis menelusuri bagaimana konsep negara kesatuan
berinteraksi dengan semangat desentralisasi, menciptakan sebuah desain arsitektur pemerintahan
yang unik di Indonesia. Melalui kacamata politik hukum, pembaca diajak melintasi waktu, memahami
bagaimana dinamika kekuasaan bergeser dari kekakuan Orde Baru menuju ruang-ruang demokrasi
lokal yang lebih terbuka pasca-reformasi.

Bagian |I: Struktur, Kewenangan, dan Relasi Kekuasaan

Inti dari pemerintahan daerah terletak pada pembagian urusan dan relasi antar-lembaga. Buku ini
membedah secara rinci kewenangan urusan wajib, pilihan, dan konkuren, serta bagaimana
interpretasi kewenangan tersebut dalam praktiknya sering kali memicu konflik wewenang.
Hubungan antara Kepala Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dianalisis dalam kerangka yuridis
dan praktis untuk melihat bagaimana '"check and balances" bekerja di tingkat lokal. Tidak
ketinggalan, aspek aparatur (ASN) dan mekanisme rekrutmen kepala daerah melalui Pilkada
dikupas tuntas sebagai pilar utama keberlangsungan demokrasi lokal.

Bagian llI: Vitalitas Fiskal dan Pengawasan

Otonomi tanpa kemandirian fiskal adalah ilusi. Penulis secara tajam menganalisis sumber
penerimaan daerah melalui DAU, DAK, dan Dana Perimbangan, serta tantangan terbaru dalam
desentralisasi fiskal antara tren resentralisasi dan reformasi. Di sisi 1ain, buku ini juga menyajikan
mekanisme pengawasan yang berlapis, mulai dari pengawasan oleh kementerian, BPK, hingga
peran peradilan melalui sengketa Tata Usaha Negara dan judicial review terhadap Perda.

Bagian IV: Desa sebagai Basis Otonomi Baru

Salah satu kontribusi terbesar buku ini adalah fokusnya pada hukum pemerintahan desa. Mulai dari
sejarah hukum UU Desag, tata kelola kelembagaan desa, hingga otonomi desa dalam mengelola Dana
Desa. Penulis mengeksplorasi bagaimana produk hukum desa diposisikan dalam hierarki
perundang-undangan dan bagaimana BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi di akar rumput.
Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan subjek hukum yang memiliki
kedaulatan atas identitas dan masa depannya.

Bagian V: Tantangan Kontemporer dan Masa Depan

Menghadapi era disrupsi, buku ini menghadirkan diskursus mengenai digitalisasi pemerintahan
daerah (Smart Village) dan tata kelola data. Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
memberikan panduan mengenai arah konstitusionalitas otonomi daerah ke depan. Sebagai penutup,
buku ini menawarkan strategi reformasi hukum dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat
pemerintahan lokal di tengah isu otonomi khusus, daerah istimewa, dan tuntutan transparansi serta
anti-korupsi yang semakin kencang.

Buku ini adalah referensi wajib bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana hukum bekerja di
ruang-ruang lokal Indonesia sebuah narasi besar tentang kekuasaan, keadilan, dan kesejahteraan
yang dimulai dari daerah dan desa. Pada akhirnya, buku ini bukan sekadar kodifikasi norma atau
kompilasi teori, melainkan sebuah undangan bagi pembaca untuk merenungkan kembali hakikat
kekuasaan yang paling dekat dengan rakyat. Kami menyusun setiap bab dengan harapan agar
dialektika hukum yang tersaji di sini mampu menjadi jembatan bagi terciptanya keadilan yang tidak
hanya tertulis di atas kertas, tetapi juga dirasakan nyata di setiap jengkal wilayah daerah dan desa.
Selamat membaca, selamat berdialektika; mari bersama-sama menjaga agar denyut nadi demokrasi
kita tetap hidup dan bermartabat melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan
pada kebenaran konstitusional
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